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P  U  T  U  S  A  N

Nomor  :   161/G/2010 /PTUN- JKT.

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te lah  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t ,  da lam sengketa  anta ra  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOPERASI KURNIA NATAMA,  sebuah  Badan Hukum berben tuk  Koperas i  

yang  did i r i k an  berdasarkan  Akta  Nomor  30  

tangga l  14  Mei  2007  dibua t  d ihadapan  Notar i s  

Zulhenr i ,  Sar jana  Hukum,  Notar i s  d i  

Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Tapanu l i  dan  

disahkan  sebaga i  Badan  Hukum  dengan  

Keputusan  Menter i  Negara  Koperas i  dan  Usaha 

Keci l  Menengah  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

518/05 /BH/ I I . 9 / V / 2007  tangga l  16   Mei  2007 .  

Dan  berdasarkan  sura t  pengesahan  

pengurus /badan  pengawas  Nomor  :  

814/518 /1739 /2007  tangga l  16  Mei  2007  dan  

ber i t a  acara  rapa t  anggota  tangga l  02 

Oktober  2010  dalam  ha l  in i  d iwak i l i  o leh  

Imran  Gelar  Sutan  Harayan,  kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  Ketua  /  Ketua  I  

Koperas i  Kurn ia  Natama,  t empat  t i ngga l  Ja lan  

Lubuk  Bunut ,  Desa  Lubuk  Bunut ,  Kecamatan  
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Huta  Raja  Tingg i ,  Kabupaten  Padang  Lawas,  

Sumatera  Utara .  Dalam  sengketa  in i  member i  

kuasa  khusus  kepada  M.  Farha t  Abbas,  S.H. ,  

M.H,                     Muh.  Burhanudd in ,  

S.H,  dan  Rakhmat  Jaya,  S.H. ,  M.H,  kesemuanya  

warganegara  Indones ia ,  peker j aan  Advokat  dan  

Konsu l t an  Hukum  dar i  Kantor  Hukum  Farha t  

Abbas  &  Rekan,  bera lamat  di  Ja lan  Mampang 

Prapatan  Raya  No.106  Plaza  Basmar  Lt .1 ,  

Jakar ta  Sela tan ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus   tangga l  8 Oktober  2010,   se lan ju t nya  

disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PENGGUGAT ;

Melawan

I . MENTERI   KEHUTANAN  REPUBLIK  INDONESIA,  berkedudukan  di  

Gedung Manggala  Wanabakt i  Blok  VI I  Lanta i  3,  

Ja lan  Jend.  Gato t  Subro to ,  Senayan,  Jakar ta  

Pusat .  Dalam  sengketa   in i     member ikan  

kuasa  khusus  kepada  Krisna  Rya,  S.H. ,  M.H,  

Supardi ,  S.H,  Imam Set iohargo,  S.H. ,  M.H,  

Endah Indr iany ,  S.H. ,M.Hum,  M.  Zaenur i ,  S.H,  

Yudi  Ariyanto ,  S.H. ,  M.T,  dan  Herdianto ,  

S.H,  kesemuanya  warga  negara  Indones ia ,  

peker j aan  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  

Kementer i an  Kehutanan  Republ i k  Indones ia ,  

berdasarkan  sura t   kuasa  khusus  Nomor  :  
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KS.14/Menhut - I I / 2010 ,   te r t angga l  16 

Desember  2010,  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  …………………………………………...TERGUGAT  ;   

I I .   PT.  SUMATERA SYLVA LESTARI,  sebuah  Badan Hukum berben tuk  

Perseroan  Terbatas ,   berdasarkan  Anggaran  

Dasar  Perseroan  Nomor  :  08  tangga l  7  Maret  

2009,    da lam ha l  in i  d iwak i l i  o leh  Syamsul  

Bahri ,  kewarganegaraan   Indones ia ,  

peker j aan   Di rek tu r  PT.  Sumatera  Sylva  

Lesta r i ,   alamat  Ja lan  Sei  Duku  No.333,  

Pekanbaru ,  Riau.  Dalam sengketa  in i  member i  

kuasa  kepada  Anton  Dedi  Hermanto,  S.H,  

Washington  E.  Pangar ibuan,  S.H,  dan  Arthur  

Polnaja ,  S.H kesemuanya  warganegara  

Indones ia ,  peker j aan  Advokat  pada  Kanto r  

Anton  Dedi  Hermanto ,  S.H  & Rekan,  bera lamat  

di  Ja lan  Bungur  Besar  Raya  No.  46  Q Jakar ta  

Pusat  10610,  berdasarkan  sura t   kuasa  khusus  

te r t angga l   9  Februar i  2011,  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i…. .  ……………………………………TERGUGAT I I  

INTERVENSI ;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  161/PEN- DIS/2010 /PTUN- JKT,  tangga l  

16 Nopember  2010  ten tang  Penetapan  Pemer iksaan  Perkara  in i  

dengan Acara  Biasa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 3 dar i  104 ha laman Putusan  No.161/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar t a  Nomor  :  161/PEN/2010/PTUN- JKT,  tangga l  16 Nopember  

2010  ten tang  Penunjukan  Susunan  Maje l i s  Hakim  yang  

Memer iksa  dan  Memutus  sengketa  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a   Nomor  :  161/PEN- HS/2010/PTUN-

JKT,  tangga l  18  Nopember  2010   ten tang  Penetapan  Har i  

Sidang  Pemer iksaan  Pers iapan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor  :  161/G/2010 /PTUN- JKT,  

te r t angga l  27  Januar i  

2011   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - -  

- Telah  membaca  dan  memer iksa  bukt i - bukt i  te r t u l i s  maupun 

sura t - sura t  la i nnya  yang  dia j ukan  oleh  para  pihak  yang  

berperka ra  dipe rs i dangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  sura t  gugatannya  

te r t angga l   11  Nopember  2010,  yang  d ida f t a r  d i  Kepan i t e raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada tangga l  11 Nopember  

2010,   dengan    Regis te r   perkara   Nomor  :   161/G/2010 /PTUN-

JKT,  dan  te l ah  dipe rba i k i  da lam s idang  pemer iksaan  pers i apan  

tangga l   23 Desember  2010,   Penggugat    mengemukakan   ha l - ha l  
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sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek  sengke ta  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  ten tang  Pember ian  

Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu  Per tukangan  kepada  

PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  Area l  Hutan  Seluas  + 

42.530  (empat  pu luh  dua  r i bu  l ima  ra tus  t i ga  puluh)  

Hektar  d i  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  

Riau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Dasar  dia j ukannya  gugatan  in i  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa Penggugat  ada lah  badan  hukum Koperas i  Perkebunan  

Kurn ia  Natama yang  did i r i k an  berdasarkan  Akta  Nomor  30 

tangga l  14  Mei  2007  dibua t  d ihadapan  Notar i s  Zulhenr i ,  

Sar jana  Hukum,  Notar i s  d i  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  

Tapanu l i  dan  disahkan  sebaga i  badan  hukum  dengan  

Keputusan  Menter i  Negara  Koperas i  dan  Usaha  Keci l  

Menengah  Republ i k  Indones ia  Nomor  518/05 /BH/ I I . 9 / V / 2007  

tangga l  16  Mei  2001 ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Penggugat  merupakan  badan  hukum  Koperas i  yang  

bergerak  dib i dang  perkebunan  dan  berdasarkan  sura t  i z i n  
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lokas i  Perkebunan  Kelapa  Sawi t  dar i  Bupat i  Padang  Lawas  

Nomor  503/002 / I LPAS/2008  tangga l  28  Mei  2008  te l ah  

mempero leh  iz i n  untuk  melakukan  pembebasan  lahan  se luas  

+ 1.894  Ha (se r i bu  de lapan  ra tus  sembi lan  puluh  empat  

hekta r )  yang  berada  di  sek i t a r  Enclave  Sia l i - Al i  d i  

Kecamatan  Lubuk  Barumun  dan  Kecamatan  Sosa  Kabupaten  

Padang Lawas yang  dipe rgunakan  sebaga i  lokas i  perkebunan  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa alas  hak  Penggugat  in  casu  Koperas i  Kurn ia  Natama 

ada lah  : - - - - - - - - -

a. Sura t  kete rangan  tahun  1962  No.  47/P I / 1962  dar i  

Kepala  Neger i  Jan j i  

Lob i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Pengakuan/pernya taan  Baginda  Par l i ndungan  

Hasibuan  tahun  

1999  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Sura t  Keterangan  tanah  ulaya t  desa  Sia l i - Al i  tahun  

1994 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Iz i n  Lokas i  Bupat i  Padang  Lawas  No.  

503/002 / I LPKS/2008  tangga l  28  Mei  

2008  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4. Bahwa  berdasarkan  sura t  dar i  Dinas  Kehutanan  dan  

Perkebunan  Pemer in tah  Kabupaten  Padang  Lawas  Nomor  

525/524 .a / IX / 2010  tangga l  30  September  2010  yang  dibua t  

d i  Sibuhuan  te lah  menegaskan  bahwa area l  lokas i  Koperas i  

Kurn ia  Natama dengan  luas  + 1.894  Ha te rnya ta  tumpang  

t i nd i h  atau  berada  dalam  konses i  PT.  Sumatera  Sylva  

Lesta r i  yang  mempero leh  hak  berdasarkan  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  82/Kp ts -

I I / 2001  tangga l  15 Maret  2001 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa has i l  iden t i f i k a s i  lahan  te rsebu t  da lam  poin t  4 

untuk  d i t i n dak l an j u t i  da lam  bentuk  keg ia tan  di l apangan  

harus  memi l i k i  i z i n  dar i  Pemer in tah  Kabupaten  Padang  

Lawas  dan  hal  te rsebu t  te lah  dimi l i k i  p ihak  Penggugat  

berdasarkan  iz i n  Lokas i  Bupat i  Padang  Lawas  No.  

503/002 / I LPKS/2008  tangga l  28  Mei  2008.  Bahwa  iz i n  

lokas i  perkebunan  t i dak  dapat  d i rea l i s a s i k an  di  lapangan  

karena  te rkenda la  dengan  adanya  sura t  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  82/Kp ts - I I / 2001  

tangga l  15  Maret  

2001  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa berdasarkan  hal  te rsebu t  Penggugat  te l ah  di rug i kan  

dengan  keberadaan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  

Indones ia  Nomor  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  

2001,seh ingga  bera lasan  untuk  obyek  sengke ta  aquo  

dicabu t  dan  di rev i s i  ser ta  di te rb i t k an  kembal i  dengan  
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mengeluarkan  area l  lokas i  se luas  + 1.894  Ha  mi l i k  

Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama  dengan  berdasarkan  

Sura t  kete rangan  tahun  1962  Nomor  :  47/P I / 1962  dar i  

Kepala  Neger i  Jan j i  Lob i ,Su ra t  Pengakuan/pernya taan  

Baginda  Par l i ndungan  Hasibuan  tahun  1999,  Sura t  

Keterangan  tanah  ulaya t  desa  Sia l i - Al i  tahun  1994  dan  

Iz i n  Lokas i  Bupat i  Padang  Lawas                  No.  

503/002 / I LPKS/2008  tangga l  28  Mei  

2008 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa Penggugat  mengajukan  gugatan  te rhadap  Tergugat  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a   karena  Tergugat  

berdomis i l i  d i  wi layah  hukum  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar t a ,  dan  Tergugat  se laku  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  te lah  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  

berupa  : - -

- Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman 

Kayu  per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

atas  area l  hutan  se luas  + 42.530  (empat  pu luh  dua  

r i bu  l ima  ra tus  t i ga  puluh)  hekta r  d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  

Riau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  yang  sangat  merug ikan  Penggugat  ada lah  obyek  

sengketa  yang  merupakan  Penetapan  te r t u l i s  yang  
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dike lua r kan  oleh  badan  atau  pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  

da lam ha l  in i  Tergugat ,  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum ta ta  

usaha  negara ,  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  1  po in t  9 

Undang- Undang  No.  51 Tahun  2009 ten tang  Perubahan  Kedua 

atas  Undang- Undang  Nomor  5 tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  yang  menegaskan  bahwa keputusan  Tata  

Usaha  Negara  ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  berupa  

sura t  keputusan  yang  d ike lua rkan  oleh  badan atau  pejaba t  

ta ta  usaha  negara  dalam hal  in i  Menter i  Kehutanan  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i d ua l ,  dan  f i na l  yang  

menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan hukum 

perda ta  dalam  hal  in i  kepent i ngan  hukum  Penggugat  

(Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  

Natama)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa obyek  sengke ta  yang  dike lua rkan /d i t e r b i t k an  pihak  

Tergugat  kepas t i annya  baru  d ike tahu i  merug ikan  

kepent i gan  hukum  dan  menimbulkan  ak iba t  hukum 

berdasarkan  sura t  tangga l  30  September  2010  Nomor  

525/524 .a / IX / 2010  per iha l  kete rangan  sta tus  lahan ,  

sebaga imana  di tegaskan  dalam  huru f  c  yakn i  berdasarkan  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  ten tang  Pember ian  

Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu  Per tukangan  kepada  

PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  area l  hutan  se luas  + 

42.530  Ha,  dapat  d i te rangkan  bahwa  lokas i  Koperas i  

Kurn ia  Natama (Penggugat )  dengan  luas  + 1.894  Ha dengan  
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fungs i  Area l  Penggunaan  la i n  te rsebu t  te rnya ta  sebag ian  

tumpang  t i nd i h  atau  berada  da lam  konses i  PT.  Sumatera  

Sylva  

Lesta r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  gugatan  in i  te l ah  bersesua ian  pula  dengan  

keten tuan  Pasa l  53 ayat  ( 1) ,  ayat  ( 2)  Undang- Undang  No.  

9 Tahun  2004 ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  

5 tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  karena  

dengan 

di t e rb i t k annya : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman 

Kayu  per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

atas  area l  hutan  se luas  + 42.530  (empat  pu luh  dua  

r i bu  l ima  ra tus  t i ga  puluh)  hekta r  d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  

Riau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  dan  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  ; - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa berdasarkan  Penje lasan  Pasa l  53  ayat  2  huru f  b,  

yang  dimaksud  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  
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baik  ada lah  mel ipu t i  asas  kepas t i an  hukum,  te r t i b  

penye lenggaraan  Negara ,  kete rbukaan ,  propors i ona l i t a s ,  

pro fes i ona l i t a s  dan  akuntab i l i t a s  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  1999  ten tang  

Penye lenggara  Negara  yang  bers i h  dan bebas  dar i  Korups i ,  

Kolus i  dan  Nepot i sme,  bahwa  obyek  sengketa  te rsebu t  

t i dak  memenuhi  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

berdasarkan  pen je lasan  pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - -

12. Bahwa asas  kepast i an  hukum dalam ka i t an  dengan  pr ins i p  

lega l i t a s  t i dak  te rpenuh i  karena  obyek  sengke ta  aquo 

te lah  merug ikan  kepent i ngan  Koperas i  Kurn ia  Natama yang  

memi l i k i  lahan  se luas  1.894  Ha,  berdasarkan  Sura t  

kete rangan  tahun  1962  No.  47/P I / 1962  dar i  Kepala  Neger i  

Jan j i  Lob i ,Su ra t  Pengakuan/pernya taan  Baginda  

Par l i ndungan  Hasibuan  tahun  1999,  Sura t  Keterangan  tanah  

ulaya t  desa  Sia l i - Al i  tahun  1994  dan  Iz i n  Lokas i  Bupat i  

Padang  Lawas  No.  503/002 / I LPKS/2008  tangga l  28  Mei  

2008; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa obyek  sengke ta  aquo  te l ah  melanggar  asas  te r t i b  

penye lenggaraan  Negara ,  karena  lokas i  yang  diperun tukkan  

pember ian  hak  pengusahaan  hutan  tanaman kayu  per tukangan  

kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  area l  hutan  

se luas  + 42.530  hekta r  mel ipu t i  pu la  lahan  se luas  1.894  

Ha yang  merupakan  area l  hak  Penggugat   berdasarkan  Sura t  
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kete rangan  tahun  1962  No.  47/P I / 1962  dar i  Kepala  Neger i  

Jan j i  Lob i ,  Sura t  Pengakuan/pernya taan  Baginda  

Par l i ndungan  Hasibuan  tahun  1999,  Sura t  Keterangan  tanah  

ulaya t  desa  Sia l i - Al i  tahun  1994  dan  Iz i n  Lokas i  Bupat i  

Padang Lawas No.  503/002 / I LPKS/2008  tangga l  28 Mei  2008,  

seh ingga  menimbulkan  ket i dak te r t i b an  penye lenggaraan  

negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa  obyek  sengke ta  aquo  t i dak  memenuhi  asas  

kete rbukaan  karena  

mengabaikan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Pemer in tah  Kabupaten  Padang  Lawas  mela lu i  Dinas  

Kehutanan  dan  Perkebunan  Sibuhuan   pada  tangga l  14  

Agustus  2009  per iha l  s is t em  bagi  has i l  PT.Sumatera  

Sylva  Lesta r i  dengan masyaraka t  ; - - - - - - - - -

b. Sura t  Pemer in tah  Kabupaten  Padang  Lawas  tangga l  09  

September  2008  per iha l  area l  penggunaan  la i n  (APL)  

dida lam  area l  ker j a  PT.  Sumatera  Sylva  

Lesta r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Sura t  Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama  pada  bulan  

Oktober  2009  per iha l  Area l  Koperas i  Kurn ia  Natama d i  

da lam  Konses i  PT.  Sumatera  Sylva  

Lesta r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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15. Bahwa  obyek  sengke ta  aquo  t i dak  memenuhi  asas  

propors i ona l i t a s   karena  lahan  se luas  + 42.530  Ha sudah  

te rmasuk  lahan  Penggugat  berdasarkan  Sura t  kete rangan  

tahun  1962  No.  47/PI / 1962  dar i  Kepala  Neger i  Jan j i  

Lob i ,Su ra t  Pengakuan/pe rnya taan  Baginda  Par l i ndungan  

Hasibuan  tahun  1999,  Sura t  Keterangan  tanah  u laya t  desa  

Sia l i - Al i  tahun  1994 dan Iz i n  Lokas i  Bupat i  Padang Lawas  

No.  503/002 / I LPKS/2008  tangga l  28  Mei  2008,  yang  

seharusnya  dike lua r kan  dar i  area l  konses i  PT.  Sumatera  

Si l va  Lesta r i  seh ingga  obyek  sengketa  sudah  t i dak  

propors i ona l  lag i  dan  t i dak  memenuhi  rasa  kead i l an  

masyaraka t  d i  sek i t a r  area l  lahan  yang  dipe rmasa lahkan  

karena  area l  lahan  yang  dapat  d ipe rdayakan  untuk  

meningka tkan  kese jah te raan  dan  ta ra f  h idup  anggota  

masyaraka t  mela lu i  Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama in  

casu  Penggugat  t i dak  dapat  d igunakan  sebe lum  obyek  

sengketa  aquo  d icabu t  dan di rev i s i  kembal i  ; - - - - - -

16. Bahwa  obyek  sengke ta  aquo  t i dak  memenuhi  asas  

pro fes i ona l  karena  Tergugat  in  casu  Menter i  Kehutanan  

t i dak  se ja l an  dengan  kewaj i ban  hukumnya  yang  harus  

mel iha t  dan  mengkaj i  bahwa  obyek  sengketa  aquo  sudah  

t i dak  sesua i  kond is i  area l  lahan  sekarang  yang  sudah  

mel ipu t i  area l  lahan  Penggugat  se luas  1.894  Hekta r ,  

beradasarkan  Sura t  kete rangan  tahun  1962  No.  47/PI / 1962  

dar i  Kepala  Neger i  Jan j i  Lob i ,  Sura t  

Pengakuan/pe rnya taan  Baginda  Par l i ndungan  Hasibuan  tahun  

1999,  Sura t  Keterangan  tanah  ulaya t  desa  Sia l i - Al i  tahun  
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1994  dan  Iz i n  Lokas i  Bupat i  Padang  Lawas  No.  

503/002 / I LPKS/2008  tangga l  28  Mei  2008,  seh ingga  asas  

pro fes i ona l  t i dak  

te rpenuh i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -          

17. Bahwa  obyek  sengke ta  aquo  t i dak  memenuhi  asas  

akuntab i l i t a s  karena  obyek  sengketa  sudah  t i dak  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  lag i  karena  area l  lahan  da lam 

konses i  PT.  Sumatera  Si l va  Lesta r i  harus  memberdayakan  

masyaraka t  sek i t a r  mela lu i  koperas i ,  padaha l  lahan  

Penggugat  se luas  1.894  Hekta r  be lum dike lua rkan  o leh  PT.  

Sumatera  Si l va  Lesta r i  yang  d i t u j u kan  bagi  anggota  

masyaraka t  sek i t a r ,  seh ingga  obyek  sengketa  aquo  t i dak  

dapat  d ipe r t anggung jawabkan  secara  

hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa  fak ta  hukum  la i nnya  obyek  sengketa  berupa  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  82/KPTS- I I / 2001  

tangga l  15  Maret  2001  ten tang  Pember ian  Hak Pengusahaan  

Hutan  Tanaman Kayu Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  

Lesta r i  atas  area l  hutan  se luas  kurang  leb ih  42.530  

(empat  pu luh  dua r ibu  l ima  ra tus  t i ga  puluh)  di  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  Riau  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  leb ih  t i ngg i  yakn i  

Undang- Undang  Nomor  41  tahun  1999  ten tang  Kehutanan  

khususnya  Pasa l  30,  Pasa l  47 huru f  b,  dan Pasa l  50 ayat  

(3 )  huru f  a,  te l ah  meresahkan,  mencedera i  dan  merusak  
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ta tanan  /  ke lembagaan  masyaraka t  karena  menghambat  

program  pemer in tah  untuk  membantu  ekonomi  masyaraka t  

kec i l  khususnya  masyaraka t  Sia l i -

a l i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa  obyek  sengketa  aquo  berupa  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  82/KPTS- I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu  

Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  area l  

hutan  se luas  kurang  leb ih  42.530  (empat  pu luh  dua  r i bu  

l ima  ra tus  t i ga  puluh)  di  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  

Prop ins i  Riau  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  leb ih  t i ngg i  yakn i  Undang- Undang  Nomor  41 

tahun  1999  ten tang  Kehutanan  khususnya  Pasa l  30  yang  

berbuny i  da lam  rangka  pemberdayaan  ekonomi  

masyaraka t , se t i a p  badan  usaha  mi l i k  Negara ,badan  usaha  

mi l i k  daerah  dan badan usaha  mi l i k  swasta  Indones ia  yang  

mempero leh  iz i n  usaha  pemanfaa tan  has i l  hutan  kayu  dan  

bukan  kayu  diwa j i b kan  beker j a  sama  dengan  koperas i  

masyaraka t  setempat .  Fakta  hukum  menunjukkan  

PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  t i dak  melakukan  ker j asama  

dengan  koperas i  masyaraka t  setempat ,  malahan  lahan  untuk  

koperas i  Kurn ia  Natama                       (Penggugat )  

yang  masuk  dalam  konses inya  t i dak  dise rahkan ,  seh ingga  

bera lasan  untuk  mencabut  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Nomor  82/KPTS- I I / 2001  tangga l  15 Maret  2001 te rsebu t  dan  

di rev i s i  dengan  sura t  keputusan  

te rba ru  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa  obyek  sengketa  aquo  berupa  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  82/KPTS- I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu  

Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  area l  

hutan  se luas  kurang  leb ih  42.530  (empat  pu luh  dua  r i bu  

l ima  ra tus  t i ga  puluh)  di  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  

Prop ins i  Riau  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  leb ih  t i ngg i  yakn i  Undang- Undang  Nomor  41 

tahun  1999  ten tang  Kehutanan  khususnya  Pasal  47 huru f  b 

yang  berbuny i  Per l i ndungan  hutan  dan  kawasan  hutan  

merupakan  usaha  untuk  memper tahankan  dan menjaga  hak- hak  

Negara ,  masyaraka t  dan  perorangan  atas  hutan ,  kawasan  

hutan ,  has i l  hutan ,  inves tas i  ser ta  perangka t  yang  

berhubungan  dengan  penge lo laan  hutan .  Bahwa fak tanya  hak  

Penggugat  berupa  area l  se luas  + 1.894  Ha t i dak  pernah  

di l epaskan  o leh  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i ,  seh ingga  

bera lasan  untuk  mencabut  dasar  pember ian  haknya  yakn i  

mencabut  atau  membata lkan  atau  merev is i  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Nomor  82/KPTS-

I I / 2001  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa  obyek  sengketa  aquo  berupa  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  82/KPTS- I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu  

Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  area l  
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hutan  se luas  kurang  leb ih  42.530  (empat  pu luh  dua  r i bu  

l ima  ra tus  t i ga  puluh)  di  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  

Prop ins i  Riau  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  leb ih  t i ngg i  yakn i  Undang- Undang  Nomor  41 

tahun  1999 ten tang  Kehutanan  khususnya  Pasal  50 ayat  (3 )  

huru f  a  berbuny i  set i ap  orang  di l a r ang  menger jakan  dan  

atau  menggunakan  dan atau  menduduk i  kawasan  hutan  secara  

t i dak  sah.  Bahwa  fak tanya  te rdapa t  lahan  Penggugat  

se luas  + 1.894  Ha yang  te tap  masuk  area l  PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i  dan  t i dak  di l epaskan  sampai  sekarang ,  

seh ingga  berdasar  dan bera lasan  untuk  mencabut  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Nomor  82/KPTS- I I / 2001  te rsebu t  untuk  

se lan ju t nya  di rev i s i  dengan  mengeluarkan  hak  penggugat  

se luas  + 1.894  Ha ; - - - - - - - - - - - - - -

22. Bahwa berdasarkan  argumentas i  dan  fak ta  hukum te rsebu t  

maka  obyek  sengketa  aquo  berupa  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  82/KPTS- I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu  

Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  area l  

hutan  se luas  kurang  leb ih  42.530  (empat  pu luh  dua  r i bu  

l ima  ra tus  t i ga  puluh)  di  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  

Prop ins i  Riau  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  leb ih  t i ngg i  yakn i  Undang- Undang  Nomor  41 

tahun  1999  ten tang  Kehutanan  khususnya  Pasal  30,  Pasal  

47  huru f  b,  dan  Pasa l  50  ayat  (3 )  huru f  

a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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23. Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  te r l i h a t  

secara  fak tua l  bahwa keputusan  Tergugat  yang  menerb i t kan  

sura t  keputusan  in  casu  ada lah  cacat  hukum  karena  

di t e rb i t k an  mela lu i  prosedur  yang  sa lah  dan  sewenang-

wenang  dan  melanggar  azas- azas  umum pemer in tahan  yang  

baik  te ru tama  azas  kecermatan  dan  azas  kete l i t i a n  ser ta  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  yakn i  Undang- Undang Nomor  41 tahun  

1999  ten tang  Kehutanan  khususnya  Pasa l  30,  Pasa l  47  

huru f  b,  dan  Pasal  50  ayat  (3 )  huru f  

a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

24. Bahwa dalam  upaya  membangun  pemer in tahan  yang  bers ih ,  

ju j u r  dan  t ransparan  ser ta  t i dak  cacat  hukum  demi  

tegaknya  kead i l an  hukum  dan  te rcapa inya  pelaksanaan  

pemer in tahan  yang  baik  ( good  governance )  d i  Negara  

Kesatuan  Republ i k  Indones ia .  Mohon  untuk  dinya takan  

bata l  atau  t i dak  sah  dan memer in tahkan  kepada  Tergugat  

untuk  mencabut  atau  merev is i  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  

Maret  2001  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  

Tanaman  Kayu  per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  

Lesta r i  atas  area l  hutan  se luas  + 42.530  (  empat  pu luh  

dua  r i bu  l ima  ra tus  t i ga  pu luh  )  hekta r  d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan Prop ins i  Riau  ; - - - - - -

25. Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas  gugatan  in i  
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te lah  bersesua ian   dengan  keten tuan  Pasa l  53  ayat  

( 1) , ayat  (  2)  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5 tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  karena  dengan  

di t e rb i t k annya  : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman 

Kayu  per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

atas  area l  hutan  se luas  + 42.530  (empat  pu luh  dua  

r i bu  l ima  ra tus  t i ga  puluh)  hekta r  d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  

Riau; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  dan  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  ; - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  mohon Kepada  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  berkenan  untuk  memutus  

dengan  amar  putusan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 19 dar i  104 ha laman Putusan  No.161/G/2010 /PTUN- JKT.
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2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  

berupa  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman 

Kayu  Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

atas  Area l  Hutan  Seluas  + 42.530  (empat  pu luh  dua  

r i bu  l ima  ra tus  t i ga  puluh)  hekta r  d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  

Riau; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  

mencabut  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman 

Kayu  Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

atas  Area l  Hutan  Seluas  + 42.530  (empat  pu luh  dua  

r i bu  l ima  ra tus  t i ga  puluh)  hekta r  d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  

Riau; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  Kepada  Terguga t  untuk  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  baru  yang  mengeluarkan  
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bag ian  Penggugat  sebanyak   1894  Ha 

dar i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman 

Kayu  Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

atas  Area l  Hutan  Seluas  + 42.530  (empat  pu luh  dua  

r i bu  l ima  ra tus  t i ga  puluh)  hekta r  d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  

Riau; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  

da lam  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  d i  

atas ,  Tergugat  te lah  mengajukan  jawaban  te r t u l i s  te r t angga l  

13  Januar i  2011  dalam  pers idangan  tangga l  13  Januar i  2011,  

yang  pada pokoknya   sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .   Dalam Ekseps i  :

1.  Gugatan  

Kadaluwarsa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5 
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Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

di t en tukan  bahwa  gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  dalam 

tenggang  90 (sembi l an  puluh)  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa  dalam  sengke ta  in  l i t i s  yang  menjad i  obyek  

gugatan  ada lah  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  

82/Kpts - I I / 2001  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  

Hutan  Tanaman  Kayu  Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i  atas  area l  Hutan  se luas  + 42.530  hekta r  

d i  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  Riau   yang  

di t e rb i t k an  tangga l  15  Maret  2001,  sedangkan  gugatan  

baru  dia jukan  penggugat  dan di te r ima  oleh  Kepani te raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  11  

Nopember  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Apabi l a  dih i t ung  se jak  saat  d i te t apkannya  

(d iumumkannya)  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  

82/Kpts - I I / 2001  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  

Hutan  Tanaman  Kayu  Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i  atas  area l  Hutan  se luas  + 42.530  hekta r  

d i  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  Riau,  ya i t u  

tangga l  15  Maret  2001  sampai  dengan  d i i a j u kannya  
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gugatan  oleh  Penggugat  ya i t u  tangga l  11 Nopember  2010,  

maka gugatan  te rsebu t   d ia j ukan  dalam  tenggang  waktu  

leb ih   dar i  9  Tahun  6  bulan ,  seh ingga  penga juan  

gugatan  te rsebu t  sudah  

kada luwarsa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Meskipun  dalam gugatannya  Penggugat  mengatakan  secara  

yur id i s  d i rug i kan  kepent i ngannya  sete lah  dipero l eh  

sura t  dar i  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Sibuhuan  

Kabupaten  Padang Lawas Nomor  525/524 .a / IX / 2010  tangga l  

30  September  2010,  te tap i  da lam  keten tuan  Pasa l  55  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  je l as  d isebu tkan  

bahwa  gugatan  dapat  d ia jukan  hanya  dalam  tenggang  

waktu  90  (sembi l an  puluh )  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Meskipun  dalam Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  RI  Nomor  2 

Tahun  1991  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Beberapa  

Keten tuan  Dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  menentukan  bahwa 

bag i  mereka  yang  t i dak  d i t u j u  oleh  Keputusan  TUN 

te tap i  yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  maka  

tenggang  waktu  sebaga imana  Pasal  55  dih i t ung  secara  

kasu is t i s  se jak  saat  ia  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  oleh  Keputusan  TUN dan  mengetahu i  adanya  
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keputusan  te rsebu t ,  seh ingga  pengh i t ungan  waktu  

te rsebu t  harus  d i l i h a t  secara  kasu is t i s  dan  t i dak  

dapat  d ibe r l akukan  secara  umum ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Faktanya  keberadaan  Keputusan  TUN objek  gugatan  a quo 

leb ih  dahu lu  (9  tahun  6  bulan)  dar i pada  keberadaan  

lah i r n ya  kepent i ngan  Penggugat  seh ingga  da l i l  adanya  

kepent i ngan  yang  di rug i kan  se jak  adanya  sura t  dar i  

Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Sibuhuan  Kabupaten  

Padang  Lawas  Nomor  525/524 .a / IX / 2010  tangga l  30  

September  2010 je l as  t i dak  sesua i  dengan  yang  dimaksud  

keten tuan  dalam Sura t  Edaran  Mahkamah Agung RI  Nomor  2 

Tahun 

1991  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

g. Dengan  demik ian  da l i l  Penggugat  yang  menghi tung  

tenggang  waktu  penga juan  gugatan  se jak  dipe ro l ehnya  

sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Sibuhuan  

Kabupaten  Padang Lawas Nomor  525/524 .a / IX / 2010  tangga l  

30 September  2010,  je l as  ber ten tangan  dengan  keten tuan  

Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  dan  Sura t  

Edaran  Mahkamah Agung  RI  Nomor  2 Tahun  1991,  seh ingga  

harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  gugatan  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  te rhadap  Keputusan  Menter i  
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Kehutanan  Nomor  82/Kpts - I I / 2001  ten tang  Pember ian  Hak 

Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu  Per tukangan  kepada  PT.  

Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  area l  Hutan  se luas  + 42.530  

hekta r  d i  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  Riau,  

te lah  melewat i  batas  tenggang  waktu  penga juan  gugatan ,  

seh ingga  gugatan  Penggugat   sudah  kada luwarsa  dan  harus  

dinya takan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Penggugat  t i dak  mempunya i  kepent i ngan  hukum te rhadap  objek  

gugatan  ; - - - - - -

a. Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  usaha  Negara  

disebu tkan  bahwa seseorang  atau  badan hukum perda ta  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  

kepada  Pengad i l an  yang  berwenang  ber i s i  tun tu tan  agar  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  

dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  

rehab i l i t a s i ; - - - - - - - - - - - -

Sesua i  dengan  pen je l asan  Pasa l  te r sebu t ,  d i t en tukan  

bahwa  hanya  orang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  

kepent i ngannya  te rkena  oleh  ak iba t  hukum Keputusan  Tata  

Usaha  Negara   yang  d ike lua rkan  dan  karenanya  yang  

bersangku tan  merasa  d i rug i kan  dibo lehkan  menggugat  

Keputusan  Tata  Usaha 
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Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Faktanya  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  82/Kpts -

I I / 2001  yang  dia j ukan  gugatan  oleh  Penggugat  di t e rb i t k an  

pada  tangga l  15  Maret  2001,  sedangkan  keberadaan  

Penggugat  (Koperas i  Kurn ia  Natama)  baru  pada  tangga l  16  

Mei  2007  ya i t u  pada  saat  d isahkannya  Anggaran  Dasar  

Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama  oleh  Menter i  Negara  

Koperas i  dan  Usaha  Keci l  Menengah  sebaga imana  dal i l  

gugatan  Penggugat  pada   ha laman  2  memor i  

gugatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Bahwa sampai  saat  in i  Keputusan  Menter i  kehutanan  dan  

Perkebunan  Nomor  82/Kpts - I I / 2001  yang  member ikan  Hak 

Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu  Per tukangan  kepada  PT.  

Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  area l  Hutan  se luas  + 42.530  

hekta r  d i  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  Riau  

masih  te tap  ber laku  dan  belum  pernah  

dicabu t / d i ba t a l k an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Quod non   berdasarkan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  

SK.44/Kp ts - I I / 2005  ten tang  Penunjukan  Kawasan  Hutan  di  

Wi layah  Prov ins i  Sumatera  Utara  se luas  + 3.742 .120  

Hektar ,  sebag ian  area l  HPHT Kayu  Per tukangan  an.  PT.  

Sumatera  Sylva  Lesta r i  menjad i  Area l  Penggunaan  La in  

(APL) ,  te tap i  je l as  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  I  

huru f  B  ayat  (3 )  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  
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SK.201 /Menhut - I I / 2006  ten tang  Perubahan  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Nomor  SK.44/Menhut - I I / 2005  dan  

Perubahan  Perun tukan  Kawasan  Hutan  d i  Wi layah  Prop ins i  

Sumatera  Utara ,  d i ten tukan  bahwa iz i n  penggunaan  kawasan  

hutan  atau  iz i n  pemanfaa tan  hutan  yang  masih  ber laku  

yang  le taknya  berada  di  da lam kawasan  hutan  yang  diubah  

perun tukannya  menjad i  bukan  kawasan  hutan  (APL)  atau  

berada  di  da lam  kawasan  hutan  yang  mengalami  perubahan  

fungs i  dengan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  

SK.44/Kp ts - I I / 2005  tangga l  16  Pebruar i  2005  masih  te tap  

ber laku  sampai  dengan  iz i nnya  

berakh i r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  huru f  c  dan  d  di  atas ,  

maka  Keputusan  Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  

Perkebunan  Nomor  82/Kpts - I I / 2001  sampai  saat  in i  masih  

te tap  ber laku  sampai  dengan  jangka  waktunya  berakh i r  

sebaga imana  di ten tukan  da lam Amar  Ketu juh  Keputusan  TUN 

objek  gugatan  a  

quo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Lag i  pu la  sesua i  dengan  memor i  gugatan  yang  dia jukan ,  

secara  hukum keberadaan  Penggugat   (se laku  subyek  hukum)  

baru  ada  pada  pada  tahun  2007  ya i t u  sete lah  adanya  

Keputusan  Menter i  Negara  Koperas i  dan  Usaha  Keci l  

Menengah  Nomor  :  518/05 /BH/ I I . 9 / V / 2007  tangga l  16  Mei  

Halaman 27 dar i  104 ha laman Putusan  No.161/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2007,  sedangkan  obyek  gugatan  ya i t u  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  82/KPTS- I I / 2001  te lah  di te rb i t k an  leb ih  

dahu lu  pada  tangga l  15  Maret  2001.  Berdasarkan  hal  

te rsebu t ,  maka  secara  hukum  keberadaan  Keputusan  TUN 

obyek  gugatan  a.quo  leb ih  dahu lu  diband ingkan  dengan  

keberadaan  Penggugat  (ku rang  leb ih  6 

tahun)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

g. Oleh  karena  keberadaan  Keputusan  TUN  obyek  gugatan  

te rsebu t  leb ih  dahu lu ,  maka ada lah  t i dak  berdasar  hukum 

j i ka  te rdapa t  kerug ian  pada  d i r i  Penggugat  yang  

diak iba t kan  te rb i t n ya  Keputusan  TUN te rsebu t ,  karena  

pada  saat  d i te rb i t k annya  Keputusan  TUN a  quo  Penggugat  

be lum  ada  seh ingga  t i dak  ada  kerug ian  pada  di r i  

Penggugat .  Quod  non  te rdapa t  kerug ian  pada  d i r i  

Penggugat ,  bukan lah  d isebabkan  adanya  Keputusan  TUN yang  

ada  leb ih  dahu lu ,  te tap i   o leh  sebab  la i n  ya i t u  adanya  

sura t  Bupat i  Padang  Lawas  Nomor  503/002 / I LPKS/2008  

tangga l  28 Mei  2008,  yang  member ikan  iz i n  lokas i  kepada  

Penggugat  d i  atas  area l  i z i n  HPH Tanaman  an.  PT.  

Sumatera  Slyva  Lesta r i  yang  saat  i t u  masih  

ber laku  ; - - - - - - -

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka t i dak  te rdapa t  

kepent i ngan  hukum yang  di rug i kan  pada  di r i  Penggugat  yang  

diak iba t kan  o leh  te rb i t n ya  Keputusan  TUN Obyek  gugatan  
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a.quo ,  dan  o leh  karenanya  gugatan  te rsebu t  harus  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ( Nie t  Onvank l i j k  

Verk laa rd )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . Dalam Pokok  Perkara  :

1. Tergugat  dengan  tegas  menolak  

se lu ruh  dal i l  yang  dinya takan  oleh  

Penggugat  da lam  gugatannya  kecua l i  

yang  secara  tegas - tegas  diaku i  

kebenarannya  oleh  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menter i  Kehutanan  dengan  sura t  

Nomor  230/Menhut - IV /1995  tangga l  15 

Pebruar i  1995  te l ah  member ikan  

perse tu j uan  pembangunan  hutan  

tanaman  indus t r i  kepada  PT.  

Sumatera  Riang  Lesta r i  atas  area l  

se luas     + 48.308  Ha d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  

Riau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menter i  Kehutanan  dengan  sura t  

Nomor  1056/Menhut - I I / 1995  tangga l  

20  Ju l i  1995  te l ah  member i kan  

perse tu j uan  pr ins i p  pembentukan  

perusahaan  patungan  Hak Pengusahaan  

Hutan  Tanaman  Indus t r i  (HPHTI)  
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anta ra  PT.  Inhu tan i  IV  dengan  PT.  

Sumatera  Riang  Lesta r i  ; - - - - - - -

4. Berdasarkan  Akta  Nomor  7 Tangga l  13 

Oktober  1998  te lah  diben tuk  

perusahaan  patungan  dengan  nama PT.  

Sumatera  Sylva  Lesta r i  d i  hadapan  

Reina  Murn i  Batubara ,  SH,  Notar i s  

d i  Medan dan  d isahkan  oleh  Menter i  

Kehak iman  dengan  Keputusan  Nomor  C-

16396  HT.01.01 .99  tangga l  14 

September  

1999  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Dalam  rangka  pember ian  Hak 

Pengusahaan  Hutan  Tanaman  kepada  

PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  te l ah  

dipenuh i  persyara tan - persyara tan  

yang  diwa j i b kan  sesua i  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ya i t u  : - - - -

a. Rekomendas i  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingka t  I  

Sumatera  Utara  Nomor  522.11 /55752 /98  tangga l  20  

Apr i l  1998  dan  Rekomendas i  Gubernur  Kepala  Daerah  

Tingka t  I  Riau  Nomor  525/EK/1290  tangga l  28  Mei  

1998  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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b. Stud i  Kelayakan  (FS)  yang  te l ah  dise tu j u i  o leh  

Di rek tu r  Jendera l  Pengusahaan  Hutan  Nomor  2645/ IV -

PPH/11997  tangga l  12  Nopember  

1997  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . AMDAL yang  te l ah  d ise tu j u i  o leh  Di rek tu r  Jendera l  

Per l i ndungan  dan  Konservas i  Alam  Nomor  05/DJ-

VI /AMDAL/1999  tangga l  26  Jun i  

1999  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Penetapan  Peta  Area l  Ker ja  (WA)  Hak  Pengusahaan  

Hutan  Tanaman  Kayu  Per tukangan  atas  nama  PT.  

Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  area l  hutan  se luas  + 

42.530  Ha berdasarkan  sura t  Kepala  Badan  Plano log i  

Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  983/V I I - KP/2000  

tangga l  21  Nopember  

2000 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Telah  melunas i  pembayaran  Iu ran  HPH 

Tanaman ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Sudah ada pengesahan  badan hukum PT.  Sumatera  Sylva  

Lesta r i  dengan  Keputusan  Menter i  

Kehak iman ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  angka  

5,  maka  Menter i  Kehutanan  

menerb i t kan  Keputusan  Nomor  
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82/Kpts - I I / 2001  ten tang  Pember ian  

Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman Kayu 

Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i  atas  area l  Hutan  

se luas  + 42.530  hekta r  d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  

Riau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa area l  se luas  + 42.530  hekta r  

d i  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan 

Prop ins i  Riau  yang  dibe r i k an  Hak 

Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu 

Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i ,  se lu ruhnya  merupakan  

kawasan  hutan  dengan  fungs i  hutan  

produks i  te tap  (HP)  berdasarkan  

keputusan  Menter i  Per tan ian  Nomor  

293/Kp ts /Um/12 /1982  ten tang  TGHK 

dan  Peta  Paduseras i  Rencana  Tata  

Ruang  Wilayah  Prop ins i  (RTRWP) 

Sumatera  Utara  dengan  Tata  Guna 

Hutan  Kesepakatan  (TGHK)  Prop ins i  

Sumatera  Utara  ska la  1  :  250.000  

(SK  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  

650/458 /BPSU/V/97  tangga l  27  Maret  

1998  dan  Peta  Paduseras i  Rencana  

Tata  Ruang Wilayah  Prop ins i  (RTRWP) 

PAGE  

PAGE  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riau  dengan  TGHK  Prop ins i  Riau  

ska la  1 :  250.000  (SK Gubernur  Riau  

Nomor  KPTS.105a/ I I I / 1 998  tangga l  27 

Maret  

1998)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

8. Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  

atas ,  maka penerb i t an  Keputusan  TUN 

objek  gugatan  a  quo  te l ah  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  dan  t i dak  melanggar  

azas- azas  umum pemer in tahan  yang  

baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Terhadap  dal i l - da l i l  Penggugat  

da lam memor i  gugatannya ,  dapat  kami  

tanggap i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

a. Dal i l  Penggugat  pada angka  2,  4,  5,  6,  dan 9 halaman  

2 s/d  4 yang pada in t i n ya  menyatakan  bahwa Penggugat  

te lah  mempero leh  iz i n  lokas i  untuk  perkebunan  dar i  

Bupat i  Padang  Lawas  adalah  ber ten tangan  dengan  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  201/Menhut - I I / 2006  
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tangga l  5  Jun i  2006,  ten tang  Perubahan  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  No.  44/Menhut - I I / 2005  tangga l  16  

Februar i  2005 karena  : - -

1) Berdasarkan  TGHK  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  

berdasarkan  peta  paduseras i  anta ra  RTRWP dengan  

TGHK se lu ruh  area l  yang  dibe r i kan  HPHT  Kayu  

Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

merupakan  kawasan  hutan  dengan  fungs i  Hutan  

Produks i  Tetap  

(HP)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Meskipun  berdasarkan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

No.  SK 44/Menhut - I I / 2005  tangga l  16 Februar i  2005  

sebag ian  area l  ker j a  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

berubah  sta tusnya  menjad i  Area l  Penggunaan  Lain  

(APL)  te tap i  berdasarkan  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  No.  201/Menhut - I I / 2006  d i t en tukan  bahwa 

iz i n  penggunaan  kawasan  hutan  atau  iz i n  

pemanfaa tan  hutan  yang  masih  ber laku  yang  

le t aknya  berada  di  da lam  kawasan  hutan  yang  

diubah  perun tukannya  menjad i  bukan  kawasan  hutan  

atau  berada  d i  da lam kawasan  hutan  yang  mengalami  

perubahan  fungs i  dengan  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  No.  SK  44/Menhut - I I / 2005  tangga l  16  

Februar i  2005  masih  te tap  ber laku  sampai  dengan  

iz i nnya  
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berakh i r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Menginga t  i z i n  HPHT  an.  PT.  Sumatera  Sylva  

Lesta r i  masih  ber laku ,  maka  Bupat i  seharusnya  

t i dak  menerb i t kan  iz i n  lokas i  untuk  perkebunan  

kepada  Penggugat  di  atas  area l  te r sebu t  ; - - - - - - - -

Dengan demik ian  da l i l - da l i l  Penggugat  te rsebu t  t i dak  

berdasar ,  o leh  karenanya  harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Dal i l  Penggugat  angka  3 dan 12,  ha laman 2 dan 4 yang  

pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa  Penggugat  memi l i k i  

lahan  se luas  1.894  Ha  ada lah  t i dak  benar  dengan  

alasan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

1) Area l  yang  d ik l a im  Penggugat  te rsebu t  merupakan  

area l  yang  te lah  dibeban i  i z i n  HPHT an.  PT.  

Sumatera  Sylva  Lesta r i  yang  berdasarkan  keten tuan  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  201/  Menhut -

I I / 2006  masih  te tap  ber laku  sampai  dengan  dengan  

iz i nnya  

berakh i r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Adanya  sura t  kete rangan  tahun  1962  dar i  Kepala  

Neger i  Jan j i  Lob i ,  Sura t  Pengakuan/  Pernya taan  
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Par l i ndungan  Hasibuan  tahun  1999  dan  Sura t  

Keterangan  Tanah Ulaya t  Desa Sia l i - a l i  tahun  1994  

bukan   merupakan  bukt i  kepemi l i k an  hak  atas  tanah  

an.  Penggugat  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1960  ten tang  Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  

Agrar i a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Untuk  dapat  d ika takan  sebaga i  tanah  ulaya t  maka 

harus  memenuhi  syara t - syara t  yang  di ten tukan  

dalam  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

a) Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  2  ayat  (2 )  

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  5  Tahun  1999  ten tang  

Pedoman  Penye lesa ian  Hak  Ulaya t  Masyaraka t  

Hukum  Adat ,  d i t en tukan  bahwa  hak  ulaya t  

masyaraka t  hukum adat  dapat  d ianggap  masih  ada  

apab i l a  : - - - -

- Terdapat  ke lompok  orang  

yang  masih  merasa  te r i k a t  

da lam  ta tanan  hukum adatnya  

sebaga i  warga  bersama  suatu  

perseku tuan  hukum te r t en tu ,  

yang  mengaku inya  dan 

menerapkan  keten tuan-

keten tuan  perseku tuan  
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te rsebu t  dalam  keh idupan  

sehar i -

har i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Terdapat  tanah  ulaya t  

te r t en tu  yang  menjad i  

l i ngkungan  hidup  para  warga  

perseku tuan  hukum  tesebu t  

dan  tempatnya  mengambi l  

keper l uan  h idupnya  sehar i -

har i ,  dan; -

- Terdapat  ta tanan  hukum adat  

mengenai  pengurusan ,  

penguasaan  dan  penggunaan  

tanah  ulaya t  yang  ber laku  

dan  di t aa t i  o leh  warga  

perseku tuan  hukum 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - -

b) Selan ju tnya  berdasarkan  Pasa l  5  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  5  Tahun  1999  ten tang  

Pedoman  Penye lesa ian  Hak  Ulaya t  Masyaraka t  

Hukum  Adat  di ten tukan  bahwa  pene l i t i a n  dan  

penentuan  masih  adanya  hak  ulaya t  sebaga imana  

dimaksud  pada pasa l  2 di l akukan  oleh  pemer in tah  

daerah  dengan  mengiku tse r t a kan  pakar  hukum 
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adat ,  masyaraka t  hukum  adat  yang  berada  di  

daerah  yang  bersangku tan ,  LSM dan ins tans i  yang  

mengelo la  sumber  daya  

alam ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c) Keberadaan  tanah  ulaya t  masyaraka t  hukum adat  

yang  masih  ada  sebaga imana   dimaksud  pada  ayat  

(1 )  d inya takan  da lam  peta  dasar  pendaf ta ran  

tanah  dengan membubuhkan  suatu  tanda  kar tog ra f i  

dan  apab i l a  memungkinkan  menggambarkan  batas -

batasnya  ser ta  mencata tnya  dalam  daf ta r  tanah  

(Pasa l  5  ayat  

(2 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d) Faktanya   sampai  saat  in i  t i dak  pernah  ada 

pene l i t i a n  dan  penentuan  te rhadap  keberadaan  

dan  pengakuan  tanah  ulaya t  masyaraka t  hukum 

adat  Desa  Sia l i - a l i ,   maupun  peta  dasar  

pendaf ta r an  tanah  yang  te lah  dibubuh i  tanda  

kar tog ra f i  yang  menunjukan  keberadaan  tanah  

ulaya t  te r sebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Pera tu ran  Menter i  Agrar i a /Kepa la  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  memi l i k i  tanah  

berdasarkan  Sura t  Keterangan  Kepala  Neger i  Jan j i  

Lob i ,  Sura t  Pengakuan/  Pernya taan  Par l i ndungan  

Hasibuan  tahun  1999  dan  Sura t  Keterangan  Tanah  
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Ulaya t  Desa  Sia l i - a l i  tahun  1994  adalah  t i dak  

benar  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

e) Di  da lam pera tu ran  perundang- undangan  di  b idang  

kehutanan  t i dak  dikena l  i s t i l a h  tanah  ulaya t  

mela inkan  hutan  adat ,  ha l - ha l  te rsebu t  d ia tu r  

da lam  Pasa l  5  dan  Pasa l  67  ayat  (1 )  dan  (2 )  

Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  ten tang  

Kehutanan  beser ta  pen je l asannya ,  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Pasa l  

5  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Hutan  berdasarkan  

sta tusnya  te rd i r i  

dar i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.   hutan  negara ,  

dan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

b. hutan  

hak  ; - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

(2 )  Hutan  negara  dimaksud  ayat  (1 )  huru f  

a  dapat  berupa  hutan  
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adat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) Pemer in tah  menetapkan  sta tus  hutan  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  dan  

ayat  (2 ) ;  dan  hutan  adat  d i t e t apkan  

sepan jang  menuru t  kenyataannya  masyaraka t  

hukum adat  yang  bersangku tan  masih  ada dan  

diaku i  

keberadaannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(4 ) Apabi l a  da lam  perkembangannya  masyaraka t  

hukum  adat  yang  bersangku tan  t i dak  ada  

lag i ,  maka  hak  penge lo l aan  hukum  adat  

kembal i  kepada  Pemer in tah  ; - - -

- Pasa l  

67  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) Masyaraka t  hukum  adat  

sepan jang  menuru t  

kenya taannya  masih  ada 

dan  diaku i  keberadaannya  

berhak  : - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  melakukan  pemungutan  has i l  hutan  untuk  

pemenuhan  hidup  sehar i - har i  masyaraka t  

adat  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. melakukan  keg ia tan  penge lo l aan  hutan  

berdasarkan  hukum adat  yang  ber laku  dan  

t i dak  ber ten tangan  dengan  undang-

undang;  
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dan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . mendapatkan  pemberdayaan  dalam  rangka  

meningka tkan  

kese jah te raannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Penje lasan  Pasal  67  ayat  

(1 ) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Masyaraka t  hukum adat  d iaku i  keberadaannya ,  

j i ka  menuru t  kenya taannya  memenuhi  unsur  

anta ra  la i n  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) masyaraka tnya  masih  da lam bentuk  paguyuban  

( rech tgemeenschap ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

b) ada  ke lembagaan  da lam  bentuk  perangka t  

penguasa  

adatnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c) ada  wi layah  hukum  adat  yang  

je l as ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d) ada  pranata  dan  perangka t  hukum,  khususnya  

perad i l an  adat ,  yang  masih  di taa t i ;  

dan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e) masih  mengadakan  pemungutan  has i l  hutan  di  

wi layah  hutan  sek i t a r nya  untuk  pemenuhan  

kebutuhan  hidup  sehar i -

har i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Pengukuhan  keberadaan  dan  hapusnya  

masyaraka t  hukum  adat  d i te t apkan  dengan  
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Peratu ran  Daerah  ; - - - - - - - -

Penje lasan  Pasal  67  ayat  

(2 )  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Pera tu ran  Daerah  disusun  dengan  

mempert imbangkan  has i l  pene l i t i a n  para  pakar  

hukum adat ,  asp i ras i  masyaraka t  setempat  dan  

tokoh  masyaraka t  adat  yang  ada d i  daerah  yang  

bersangku tan ,  ser ta  ins tans i  atau  pihak  la i n  

yang  

te rka i t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f )  Faktanya  sampai  saat  in i  t i dak  ada  

Pera tu ran  Daerah  yang  menetapkan  masyaraka t  

Desa  Sia l i - a l i  sebaga i  masyaraka t  hukum 

adat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karena  baik  berdasarkan  keten tuan  Agar ia  maupun 

Kehutanan  t i dak  memenuhi  syara t  sebaga i  tanah  

ulaya t  atau  masyaraka t  hukum adat ,  maka  dal i l  

Penggugat  yang  menyatakan  memi l i k i  tanah  

berdasarkan  Sura t  Keterangan  Kepala  Neger i  Jan j i  

Lob i ,  Sura t  Pengakuan/  Pernya taan  Par l i ndungan  

Hasibuan  tahun  1999  dan  Sura t  Keterangan  Tanah  

Ulaya t  Desa  Sia l i - a l i  tahun  1994  adalah  t i dak  

benar  dan  oleh  karenanya  harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - -

c . Dal i l  Penggugat  angka  10 s/d  23 ha laman 4 s/d  7 yang  

menyatakan  te rb i t n ya  Keputusan  TUN ob jek  gugatan  a 

PAGE  

PAGE  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

quo ber ten tangan  dengan pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku  dan  azas- azas  umum pemer in tahan  yang  

baik  ada lah  t i dak  berdasar ,  

karena  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa penerb i t an  

Keputusan  TUN objek  gugatan  a  quo  melangar  azas  

kepast i an  hukum  je l as  t i dak  berdasar ,  

karena  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

a)  Asas  kepas t i an  hukum ada lah  suatu  asas  yang  

mengutamakan  landasan  pera tu ran  perundang-

undangan,  kepatu tan ,  dan kead i l an  dalam set i ap  

penye lenggaraan  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b)  Adanya  penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  

a.quo  yang  member ikan  HPH  Tanaman  untuk  

Per tukangan  kepada       PT.  Sumatera  Sylva  

Lesta r i ,  sudah  sesua i  dengan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c)  Lag i  pu la  keberadaan  Penggugat  yang  baru  ada  

kemudian  ya i t u  sete lah  adanya  pengesahan  akta  

pend i r i an  oleh  Menter i  Negara  Koperas i  dan  

Usaha  Keci l  Menengah  pada  tahun  2007  yang  

mendapat  i z i n  lokas i  dar i  bupat i  Padang  Lawas  
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di  atas  area l  HPHT Kayu Per tukangan  yang  masih  

ber laku  jus t r u  mengganggu  kepas t i an  hukum 

dalam  berusaha  bagi  ber lakunya  Keputusan  TUN 

obyek  gugatan  a quo  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  da l i l  Penggugat  te rsebu t  ada lah  

t i dak  benar  dan  harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Dal i l  Penggugat  pada  angka  13  ha laman  4  memor i  

gugatan  yang   pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

penerb i t an  Keputusan  TUN  obyek  guagatan  aquo  

melangar  asas  te r t i b  penye lenggaraan  negara  

ada lah  dal i l  yang  t i dak  berdasar ,  dengan  

alasan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Asas  te r t i b  penye lenggaraan  negara  adalah  

ada lah  asas  yang  menjad i  landasan  kete ra tu ran ,  

keseras ian  dan  kese imbangan  dalam 

penye lenggaraan  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

b) Bahwa  oleh  karena  penerb i t an  Keputusan  TUN 

obyek  gugatan  a.quo  sudah  didasarkan  pada  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  yang  sampai  saat  in i  masih  sah  dan 

ber laku ,  maka  keberadaan  iz i n  lokas i  atas  nama 

Penggugat  d i  atas  area l  yang  masih  dibeban i  

PAGE  

PAGE  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

i z i n  HPH Tanaman atas  nama PT.  Sumatera  Sylva  

Lesta r i  te rsebu t  jus t r u  t i dak  dibenarkan  ; - - - -

c) Andaipun  kemudian  area l  yang  dibeban i  HPH 

Tanaman  atas  nama PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

te rsebu t  ada  yang  berubah  sta tusnya  dar i  

kawasan  hutan  menjad i  area l  penggunaan  la i n  

(APL) ,  te tap i  berdasarkan  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  No.  201/Menhut - I I / 2006 ,  i j i n  

te rsebu t  masih  te tap  ber laku  sampai  dengan  

dengan iz i nnya  berakh i r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  da l i l  Penggugat  te rsebu t  ada lah  

t i dak  benar  dan  oleh  karenanya  harus  

di t o l a k .  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

3) Dal i l  Penggugat  pada angka  14 ha laman 5 yang  pada  

in t i n ya  menyatakan  bahwa  objek  gugatan  t i dak  

memenuhi  azas  kete rbukaan ,  ada lah  dal i l  yang  

t i dak  benar ,  karena  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Dalam penerb i t an  Keputusan  TUN objek  gugatan  a  

quo  te l ah  d i l akukan  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  yang  anta ra  

la i n  didasarkan  pada  Rekomendas i  Gubernur  

Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  Rekomendas i  

Gubernur  Riau.  Hal  te r sebu t  menunjukan  bahwa 

proses  penerb i t an  Keputusan  TUN objek  gugatan  a 

quo  sudah  mela lu i  serangka ian  proses  dar i  
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t i ngka t  daerah  sampai  dengan  pusat ,  dan  

di l akukan  secara  te rbuka  

( t r anspa ran )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Dal i l  Penggugat  mengenai  adanya  sura t  

Pemer in tah  Kabupaten  Padang  Lawas  tangga l  14  

Agustus  2009 dan tangga l  9 September  2008 ser ta  

sura t  Penggugat  pada  bu lan  Oktober  2009,  yang  

keberadaannya  jauh  sete lah  te rb i t n ya  Keputusan  

TUN objek  gugatan  a  quo  t i dak  dapat  d i j ad i kan  

dasar  untuk  meni la i  bahwa Keputusan  TUN a  quo  

te lah  melanggar  azas  

kete rbukaan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka dal i l  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  benar  dan  harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) Dal i l  Penggugat  angka  15  halaman  5  yang  pada  

in t i n ya  menyatakan  bahwa  Keputusan  TUN  ob jek  

gugatan   a  quo  t i dak  memenuhi  azas  

propors i ona l i t a s  adalah  dal i l  yang  t i dak  benar ,  

karena  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Alasan  adanya  lahan  Penggugat  pada  area l  HPHT 

Kayu Per tukangan  an.  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

yang  mendasarkan  kepada  Sura t  Keterangan  Kepala  

Neger i  Jan j i  Lob i ,  Sura t  Keterangan  Tanah  
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Ulaya t  tahun  1994  ser ta  iz i n  lokas i  Bupat i  

Padang  Lawas  tahun  2008  ada lah  t i dak  berdasar  

karena  sura t - sura t  te r sebu t  bukan   merupakan  

bukt i  kepemi l i k an  tanah  berdasarkan  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1960  ten tang  Pera tu ran  

Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a  ; - - - -

b) Namun demik ian  masyaraka t  sek i t a r  area l  HPHT 

Kayu Per tukangan  an.  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

dapat  melakukan  ker jasama  dengan  pemegang  Hak 

agar  meningka tkan  pendapatannya  sesua i  dengan  

Amar  Kedua  angka  13,  14,  dan  15  Kepurusan  TUN 

objek  gugatan  a  quo  yang  memer in tahkan  kepada  

pemegang  HPHT 

untuk  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- membantu  meningka tkan  ta ra f  h idup  masyaraka t  

yang  berada  d i  da lam  atau  di  sek i t a r  area l  

ker janya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- waj ib  member ikan  iz i n  kepada  masyaraka t  

hukum  adat /masyaraka t  t rad i s i o na l  dan  

anggota - anggotanya  untuk  berada  d i  da lam 

area l  ker j anya  untuk  memungut ,  mengambi l ,  

mengumpulkan ,  dan  mengangkut  has i l  hutan  

iku tan  seper t i  ro tan ,  sagu,  madu,  damar ,  

buah- buahan,  getah- getahan ,  rumput - rumputan ,  

bambu,  ku l i t  kayu,  dan  la i n  sebaga inya  
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sepan jang  sepan jang  has i l  hutan  iku tan  

te rsebu t  untuk  memenuhi  atau  menunjang  

keh idupan  sehar i -

har i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- mendukung  pengembangan  wi layah ,  pengembangan  

daerah ,  dan  mengembangkan  ekonomi  dan 

kese jah te raan  masyaraka t  t rad i s i ona l  d i  

sek i t a r  area l  ker j anya  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

c) Dengan  demik ian  Keputusan  TUN objek  gugatan  a 

quo te l ah  menerapkan  azas  propors i ona l i t a s  yang  

mengutamakan  kese imbangan  anta ra  hak  dan  

kewaj i ban  pag i  pemegang HPHT dalam meningka tkan  

kese jah te raan  masyaraka t  sek i t a r  area l  ker j anya  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka dal i l  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  benar  dan  harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) Dal i l  Penggugat  angka  16  halaman  5  yang  pada  

in t i n ya  menyatakan  bahwa  Keputusan  TUN  ob jek  

gugatan  a quo  t i dak  memenuhi  azas  pro fes i ona l i t a s  

ada lah  t i dak  benar ,  karena  : - - - - - - - - - -

a) Pada  saat  penerb i t an  Keputusan  TUN  objek  

gugatan  a  quo  se lu ruh  persyara tan  yang  
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diwa j i bkan  oleh  keten tuan  pera tu ran  perundangan  

yang  ber laku  te l ah  te rpenuh i ,  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Rekomendas i  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingka t  I  

Sumatera  Utara  Nomor  522.11 /55752 /98  tangga l  

20  Apr i l  1998  dan  Rekomendas i  Gubernur  

Kepala  Daerah  Tingka t  I  Riau  Nomor  

525/EK/1290  tangga l  28  Mei  

1998 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Stud i  Kelayakan  (FS)  yang  te l ah  dise tu j u i  

o leh  Di rek tu r  Jendera l  Pengusahaan  Hutan  

Nomor  2645/ IV - PPH/11997  tangga l  12  Nopember  

1997  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

c . AMDAL yang  te l ah  d ise tu j u i  o leh  Di rek tu r  

Jendera l  Per l i ndungan  dan  Konservas i  Alam 

Nomor  05/DJ- VI /AMDAL/1999  tangga l  26  Jun i  

1999 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Penetapan  Peta  Area l  Ker ja  (WA)  Hak 

Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu  Per tukangan  

atas  nama PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  

area l  hutan  se luas  + 42.530  Ha berdasarkan  

sura t  Kepala  Badan  Plano log i  Kehutanan  dan  

Perkebunan  Nomor  983/V I I - KP/2000  tangga l  21 

Nopember  

2000  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Telah  melunas i  pembayaran  Iu ran  

HPHT ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Sudah  ada  pengesahan  badan  hukum  PT.  

Sumatera  Sylva  Lesta r i  dengan  Keputusan  

Menter i  Kehak iman ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Bahwa area l  yang  d ibeban i  HPHT an.  PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i  berdasarkan  Keputusan  TUN objek  

gugatan  a  quo  se lu ruhnya  merupakan  kawasan  

hutan  dengan  fungs i  Hutan  Produks i  Tetap  

(HP)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

c) Dengan  demik ian  penerb i t an  Keputusan  TUN objek  

gugatan  a  quo  te lah  sesua i  dengan  keten tuan  

pera tu ran  perundangan  yang  ber laku  seh ingga  

t i dak  melanggar  azas  pro fes i ona l i t a s ; - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka dal i l  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  benar  dan  harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) Dal i l  Penggugat  angka  17  halaman  5  yang  pada  

in t i n ya  menyatakan  bahwa  Keputusan  TUN  ob jek  

gugatan  a quo  melanggar  azas  akuntab i l i t a s  adalah  

dal i l  yang  t i dak  benar ,  karena  penerb i t an  

Keputusan  TUN objek  gugatan  a quo  te l ah  memenuhi  

persyara tan  sebaga imana  yang  di ten tukan  da lam 
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pera tu ran  perundangan  yang  ber laku ,  seh ingga  

dapat  d ipe r t anggung  jawabkan  secara  hukum.  

Berdasarkan  ha l  te rsebu t ,  maka  da l i l  Penggugat  

te rsebu t  t i dak  benar  dan  harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) Dal i l  Penggugat  angka  18  s/d  21  ha laman  6  s/d  7  

yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa  penerb i t an  

Keputusan  TUN objek  gugatan  a  quo  ber ten tangan  

dengan  Pasa l  30,  Pasal  47  huru f  b,  dan  Pasal  50  

ayat  (3 )  huru f  a  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  

1999  ada lah  t i dak  berdasar  sama  seka l i ,  

karena  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Dalam Amar  Kedua  angka  17  Keputusan  TUN objek  

gugatan    a  quo  te l ah  mewaj ibkan  kepada  PT.  

Sumatera  Sylva  Lesta r i  sebaga i  pemegang  HPHT 

untuk  menyer takan  saham  bag i  koperas i  d i  

sek i t a r  area l  HPHT sebesar  20  % sebaga i  hak  

kompensas i  masyaraka t  yang  rea l i s as i n ya  

di l aksanakan  secara  ber tahap  ya i t u  sebesar  10 % 

pada  saat  koperas i  d iben tuk  dan  s isanya  

diangsur  se lama 5 tahun  dengan kena ikan  min imal  

1  % set i ap  tahun .  Dengan  te lah  dican tumkannya  

kewaj i ban  ker j asama  dengan  koperas i  masyaraka t  

setempat  dalam  Keputusan  TUN objek  gugatan  a 

quo  sebaga imana  di ten tukan  dalam  Pasal  30  

Undang- undang  Nomor  41  Tahun  1999,  berar t i  
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Keputusan  TUN  objek  gugatan  a  quo  t i dak  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  30  Undang- undang  

Nomor  41 Tahun 1999 ; - - - - - - -

b) Dalam  lampi ran  Keputusan  TUN objek  gugatan  a  

quo  angka  I I  huru f  E  sudah  dia tu r  mengenai  

kewaj i ban  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  se laku  

pemegang  HPHT  untuk  melakukan  per l i n dungan  

te rhadap  area l  ker j anya  dar i  bahaya  kebakaran ,  

per ladangan  berp indah  dan  perambahan,  ser ta  

kerusakan  yang  d iak iba t kan  bencana,  hama,  dan  

atau  penyak i t .  Hal  te r sebu t  se ja l an  dengan  

keten tuan  Pasa l  47  huru f  b Undang- Undang  Nomor  

41  Tahun 

1999 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka dal i l  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  benar  dan  harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) Dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  Keputusan  TUN 

objek  gugatan  a  quo  melanggar  Pasa l  50  ayat  (3 )  

huru f  a  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  je l as  

t i dak  berdasar  hukum karena  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Dalam Pasa l  50  ayat  (3 )  huru f  a  Undang- Undang 

Nomor  41  Tahun  1999  d i t en tukan  bahwa  set i ap  

orang  di l a r ang  menger jakan  dan atau  menggunakan  

dan atau  menduduk i  kawasan hutan   secara   t i dak  
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sah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang dimaksud  menger jakan  kawasan  hutan  ada lah  

mengolah  tanah  dalam  kawasan  hutan  tanpa  

mendapat  i z i n  pe jaba t  yang  berwenang  anta ra  

la i n  untuk  per l adangan ,  untuk  per tan ian ,  atau  

untuk  usaha  

la i nnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Yang dimaksud  menggunakan  kawasan  hutan  adalah  

pemanfaa tan  kawasan  hutan  tanpa  mendapat  i z i n  

dar i  pe jaba t  yang  berwenang  anta ra  la i n  untuk  

wisa ta ,  penggembalaan ,  perkemahan,  atau  

penggunaan  kawasan  hutan  yang  t i dak  sesua i  

dengan  iz i n  yang  

dibe r i kan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

b) Faktanya  se lu ruh  area l  ker j a  HPHT PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i ,  berdasarkan  peta  paduseras i  

RTRWP Sumatera  Utara  dengan  TGHK merupakan  

kawasan  hutan  dengan  fungs i  hutan  produks i  

te tap  

(HP)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

c) Dengan  demik ian  penerb i t an  Keputusan  TUN objek  

gugatan     a quo  ada lah  sah  seh ingga  keberadaan  

dan  keg ia tan  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  d i  
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area l  ker janya  t i dak  melanggar  Pasal  50  ayat  

(3 )  huru f  a  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  

1999 ; - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka dal i l  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  benar  dan  harus  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dar i  sega la  ura ian  dalam  pokok  perkara  te rsebu t ,  maka 

penerb i t an  Keputusan  TUN objek  gugatan  a quo  sudah  sesua i  

dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  dan  t i dak  melanggar  azas- azas  umum pemer in tahan  

yang  baik ,  seh ingga  cukup  alasan  bag i  Maje l i s  Hakim yang  

menangan i  perkara  a  quo  untuk  menyatakan  menolak  

Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  su lu ruh  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka se lan ju t nya  

Tergugat  mohon dengan  hormat  kepada   Maje l i s  Hakim Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  Jakar t a  yang  menangan i  perkara  a quo  untuk  

memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Dalam Ekseps i  :

a. Mener ima  ekseps i  dar i  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - -

b. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dalam Pokok  Perkara  :

a. Menolak  se lu ruh  gugatan  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

b. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  

perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  jawaban  Tergugat ,   Penggugat  te l ah  

mengajukan  Repl i k  te r t angga l   27 Januar i  2011 dan atas  Repl i k  

Penggugat  te rsebu t  Tergugat  te l ah  mengajukan  Dupl i knya  

te r t angga l  2  Februar i  2011,  untuk  mempers ingka t  ura ian  

putusan  in i ,  maka is i  se lengkapnya  dar i  Repl i k   dan  Dupl i k  

te rsebu t  cukup  d i t un j uk   pada  ber i t a  acara  pers idangan  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam perkara  in i  Maje l i s  Hakim te lah  

mener ima  permohonan  In te r vens i  dar i  PT.  SUMATERA SYLVA 

LESTARI  yang  te l ah  d ida f t a r kan  d i  Kepan i t e raan  Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada     tangga l    26 Januar i  2011,  

dengan   reg i s t e r   perkara  Nomor  :  161/G/2010 /PTUN-

JKT/ INTV ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  in te r vens i  te rsebu t  

Maje l i s  Hakim  te l ah  mengambi l  s ikap  dan  member ikan  Putusan  
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Sela  Nomor  :  161/G/2010 /  PTUN-JKT  pada  tangga l  27  Januar i  

2011,  yang  pada  pokoknya  mengabu lkan  permohonan  in te r vens i  

te rsebu t  dan  didudukkan  sebaga i  Tergugat  I I  In te r vens i  da lam 

perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  d i  

atas ,  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  jawaban  

te r t u l i s  te r t angga l  17  Februar i  2011  dalam  pers idangan  

tangga l   17   Februar i   2011,  yang   mana  jawaban  te r t u l i s  

Tergugat  I I  

In te r vens i  te r sebu t  d iperba i k i  te r t angga l  2 Maret  2011  da lam 

pers idangan  tangga l  3  Maret  2011,    yang  pada  pokoknya  

sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tentang  Kedudukan  Tergugat  I I  In te r vens i  .  

1. Bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  masuk  sebaga i  p ihak  dalam 

perkara  berdasarkan  pada  Putusan  Sela  161/G/2010 /PTUN-

JKT  yang  dibacakan  pada  har i  Rabu  tangga l  27  Januar i  

2011  dengan  amar  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa Pemohon 

In te r vens i  d i t e r ima  sebaga i  Tergugat  I I  In te r vens i ,  

seh ingga  dalam  kapas i t asnya  membela  kepent i ngan  yang  

akan  di rug i kan  oleh  Pengugat  ; - - - - - - - -

2. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  merupakan  perusahaan  

patungan  anta ra            PT Sumatera  Riang  Lesta r i  

dengan  INHUTANI  IV  yang  te rben tuk  pada  tangga l  13 
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Oktober  1998  sesua i  dengan  Akta  Nomor  :  8  yang  dibua t  

dan dihadapan  Notar i s  Reina  Murn i  Batubara ,SH.  Dan te l ah  

disahkan  oleh  Menter i  Kehak iman  RI  dengan  Keputusan  

Nomor  :  C-16396  HT.01.01 .Th .09  tangga l  14  September  

1999,  dengan  kata  la i n  pemegang  saham dar i  PT Sumatera  

Sylva  Lesta r i  sa lah  satunya  ada lah  perusahaan  mi l i k  

Negara  RI  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  merupakan  Pemi l i k  Iz i n  

Usaha  Pemanfaa tan  Hasi l  Hutan  Kayu  ( IUPHHK)  dar i  Dinas  

Kehutanan  Prop ins i  Riau,  sesua i  dengan  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001 ,  tangga l  15  Maret  

2001,  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman 

Kayu  Per tukangan  Kepada  PT.  SUMATERA SYLVA LESTARI  atas  

area l  hutan  se luas  ±  42.530  Ha (empat  pu luh  dua  r i bu  

l ima  ra tus  t i ga  puluh  hekta r ) ,  d i  Prop ins i  Sumatera  

Utara  dan  Prop ins i  Riau  yang  kemudian  dise tu j u i  d i  

Pekanbaru ,  Nomor :  522.2 /  KPTS/PK/291  tangga l  26 Januar i  

2007 oleh  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Riau  mela lu i  prosedur  

yang  sah  dan  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  

ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . Dalam Ekseps i  :

1. Gugatan  Penggugat  Kadaluarsa  :
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1.1  Bahwa  berdasarkan  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  

5 Tahun  1986  sebaga imana  yang  te lah  diubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor   9  Tahun  2004  dan  Undang-

Undang  Nomor   51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  

dalam  waktu  90  (Sembi l an  puluh)  har i  te rh i t ung  

se jak  d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

1.2  Bahwa  berdasarkan  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung 

Nomor   2  Tahun  1991  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

keten tuan  Pera l i han  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  di tegaskan  pula  perh i t ungan  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i  ber laku  juga  bag i  mereka  

yang  t i dak  d i t u j u  o leh  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  akan  te tap i  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan ,  maka  tenggang  waktu  90  (sembi l an  

puluh )  har i  yang  dimaksud  Pasa l  55  d ih i t ung  

secara  kasu is t i s  se jak  ia  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  dan  mengetahu i  adanya  keputusan  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

1.3  Bahwa Penggugat  mendal i l k an  baru  mengetahu i  ada  

suatu  Sura t  Keputusan  yang  merug ikan  kepent i ngan  

Penggugat  pada  tangga l  30  September  2010  
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berdasarkan  sura t  dar i  Dinas  Kehutanan  dan  

Perkebunan  Pemer in tah  Kabupaten  Padang  Lawas  

Nomor  :  525/524 .a /  IX /2010 ,  padaha l  kenyataanya  

Penggugat  sudah  mengetahu i  keberadaan  area l  

konses i  Penggugat  berada  dida lam  area l  ker j a  

Tergugat  I I  In te r vens i  se jak  tahun  2007,  ha l  in i  

dapat  d ike tahu i  berdasarkan  has i l  surve i  yang  

di l akukan  oleh  Dinas  Kehutanan  Kehutanan  

Kabupaten  Tapanu l i  Sela tan  pada  bulan  Apr i l  2007  

yang  dia jukan  atas  permin taan  Penggugat  send i r i ,  

d imana  dalam  has i l  survey  te rsebu t  secara  tegas  

menyebutkan  ha l - ha l  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.3 .1  Pada  ha laman  1 bag ian  I I  ten tang  data  pendukung  

bahwa  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Tapanu l i  Sela tan  

menggunakan  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Nomor  :  82.Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  

ten tang  Iz i n  Usaha  Pemanfaa tan  Hasi l  Hutan  

Tanaman (Objek  Sengketa  dalam perkara  a  quo)  dan  

atau  Peta  Lampi ran  Keputusan  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Prop ins i  Sumatera  Utara  

No.522.21 /0598 / IV  tangga l  22  Januar i  2007  ten tang  

Pengesahan  Rencana  Ker ja  Tahunan  Usaha 

Pemanfaa tan  Hasi l  Hutan  Kayu  pada  Hutan  Tanaman 

tahun  2007  atas  nama  PT  Sumatera  Sylva  

Lesta r i / Te rguga t  I I  In te r vens i  da lam  perkara  a 
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quo,  yang  mana objek  sengketa  te rsebu t  d i j ad i kan  

data  pendukung  dalam  melakukan  surve i ,  dan  

te r l eb i h  lag i  has i l  surve i  te r sebu t  te l ah  

dibe r i t a hukan  kepada  oleh  Ketua  I  pengurus  

Koperas i  Kurn ia  Natama/Penggugat  da lam  Perkara  a 

quo,  yang  bernama  Sutan  Harayan  

Hasibuan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.3 .2  Di te rangkan  pula  da lam  has i l  laporan  te rsebu t  

bahwa  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  :  82.Kpts - I I / 2001  tangga l  15 

Maret  2001  ten tang  Iz i n  Usaha  Pemanfaa tan  Hasi l  

Hutan  Tanaman  dan  atau  Peta  Lampi ran  Keputusan  

Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Sumatera  Utara  

No.522.21 /0598 / IV  tangga l  22  Januar i  2007  ten tang  

Pengesahan  Rencana  Ker ja  Tahunan  Usaha 

Pemanfaa tan  Hasi l  Hutan  Kayu  pada  Hutan  Tanaman 

tahun  2007  atas  nama  PT  Sumatera  Sylva  

Lesta r i / Te rguga t  I I  In te r vens i  da lam  perkara  a 

quo,  dapat  d i j e l a s kan  

bahwa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Lokas i  A  se luas  ±  750 

Ha : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

se luas  ± 356,40  Ha berada  di  da lam Konses i  PT 

Sumatera  Sylva  Lesta r i  dengan  Tanaman  Akas ia  
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Mangium  yang  merupakan  area l  penebangan  RKT 

tahun  2007  ( luncuan  RKT  tahun  

2006) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Lokas i  B  se luas  ±  620 

Ha : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Seluas  ± 572,51  Ha berada  di  da lam Konses i  PT 

Sumatera  Sylva  Lesta r i  dengan  Tanaman  Akas ia  

Mangium  dan  Akas ia  Cras ica r va  yang  merupakan  

Area l  Penebangan  RKT  tahun  2007  dan  Area l  

Penanaman /  Rehabi l i t a s i  RKT tahun  2007 ; - - -

Selan ju tnya  sete lah  di l akukannya  surve i  atas  

permin taan  Penggugat ,  pada  tangga l  11  Mei  2007  

ber tempat  di  Kanto r  Dinas  Kehutanan  Daerah  

Kabupaten  Tapanu l i  Sela tan  dise lenggarakan  Rapat  

Per temuan  untuk  membahas has i l  surve i  yang  te lah  

sese las i  d i l aksanakan  ;  

dan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Pada  saat  per temuan  te rsebu t  juga  dihad i r i  o leh  

PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i / T e r guga t  I I  

In te r vens i  da lam perkara  a  quo,  PT.  Sibuah  Raya 

dan  Kelompok  Tani  Kurn ia  Natama/Penggugat  da lam 

perkara  a quo,  yang  mana dar i  per temuan  te rsebu t  

menghas i l k an  kes impu lan  sebaga i  
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ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Untuk  penye lesa ian  masalah  penguasaan  lahan  

yang  berada  d i  da lam dan sek i t a r  area l  konses i  

PT  Sumatera  Sylva  Lesta r i / Te r guga t  I I  

In te r vens i  da lam perkara  a quo  harus  menunggu  

Tim  ta ta  batas  (Depar temen  Kehutanan ,  Badan 

Plano log i ,  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  Sumatera  

Utara ,  Dinas  Kehutanan  Daerah  kabupaten  

Tapanu l i  Sela tan )  tu run  ke  

lapangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Agar  Kelompok  Tani  Kurn ia  Natama  melengkap i  

dokumen  pendukung  yang  menjad i  dasar  

permohonan  lahan  dan mengi r imkan  permohonan  ke  

Menter i  Kehutanan  yang  sa lah  satunya  di  

tembusannya  disampaikan  ke  Dinas  Kehutanan  

Daerah  Kabupaten  Tapanu l i  

Sela tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . PT Sibuah  Raya agar  segera  melengkap i  dokumen-

dokumen  yang  diper l u kan  sebaga i  sa lah  satu  

bahan  per t imbangan  untuk  penye lesa ian  maslah  

yang  sedang  d ihadap i  yang  saat  in i  sudah  

dip roses  di  t i ngka t  pusat  Depar temen Kehutanan  

;  

dan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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d. Semua  pihak  agar  menjaga  suasana  kondus i f  

( t i d ak  melakukan  keg ia tan )  

di l apangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Dengan  kata  la i n  Penggugat  sudah  mengetahu i  

keberadaan  Sura t  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha Negara  se jak  bulan  Apr i l  2007,  ha l  in i  

bera r t i  b i l amana  dih i t ung  secara  kasu is t i s  

Penggugat  te l ah  mengetahu i  se jak  4  (empat )  tahun  

yang  la l u ,  sebe lum Penggugat  mendaf ta r kan  Gugatan  

in i  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  di  Jakar t a ,  

seh ingga  gugatan  Penggugat  sudah  

kada lua rsa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.4 Bahwa se la i n  i t u  juga  Penggugat  juga  sudah  mengetahu i  

keberadaan  area l  konses i  Penggugat  berada  dida lam  

area l  ker j a  Tergugat  I I  In te r vens i  se jak  tahun  2009,  

ha l  in i  secara  nyata  dan  dipe r t egas  dalam  dal i l  

gugatan  Penggugat  pada  halaman  5  but i r  ke  14  yang  

menyebutkan  bahwa; - - - - - - - - - -

Bahwa  obyek  sengke ta  a- quo  t i dak  memenuhi  asas  

kete rbukaan  karena  mengabaikan  Sura t  Koperas i  

Perkebunan  Kurn ia  Natama/Penggugat  In  Casu  pada  bulan  

Oktober  2009  per iha l  area l  konses i  Koperas i  Kurn ia  

Natama/Penggugat  In  Casu  di  da lam konses i  PT Sumatera  

Sylva  Lesta r i / T e r guga t  I I  In te r vens i  In  
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Casu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  bi l amana  d ih i t ung  secara  kasu is t i s  se jak  

Penggugat  mengetahu i  berdasarkan  sura t  yang  dik i r imkan  

oleh  Penggugat  pada  bu lan  Oktober  2009,  maka  gugatan  

Penggugat  yang  d ia j ukan  pada  tangga l  11  Nopember  2010  

te lah  melewat i  waktu  se lama  1  (sa tu )  tahun .  Hal  in i  

membukt i kan  bahwa  gugatan  Penggugat  te lah  kada lua rsa  

dan  ber ten tangan  dengan  Pasa l  55  Undang- Undang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  karena  te lah  melampaui  

masa tengga t  90 har i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Gugatan Penggugat  kurang pihak  :

2.1  Adapun  alasan  atau  dal i l  Tergugat  I I  In te r vens i  

mengatakan  bahwa Gugatan  Penggugat  kurang  pihak  ada lah  

berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Bahwa Penggugat  da lam Gugatannya  mendal i l k an  

pada  ha laman  2  but i r  ke  3  ( t i ga )  huru f  d,  

bahwa  Penggugat  te lah  mempunyai  a las  hak  

berupa  Iz i n  Lokas i  Bupat i  Padang  Lawas  Nomor  

:  503/002 / I LPKS/2008  tangga l  28  Mei  

2008  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Bahwa se lan ju t nya  pada  but i r  ke  4  (empat ) ,  

Penggugat  menje laskan  bahwa  mela lu i  sura t  
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yang  dike lua rkan  oleh  Dinas  Kehutanan  dan  

Perkebunan  Pemer in tah  Kabupaten  Padang  Lawas  

Nomor  :  525/  524.a / IX / 2010  tangga l  30  

September  2010,  d i t e rangkan  bahwa  area l  

Lokas i  Koperas i  Kurn ia  Natama  yang  

berdasarkan  Iz i n  Lokas i  yang  dike lua rkan  

oleh  Bupat i  Padang  Lawas  te rnya ta  tumpang  

t i nd i h  atau  berada  d ida lam  konses i  PT 

Sumatera  Sylva  Lesta r i  atau  da lam  hal  in i  

Tergugat  I I  In te rnvevens i  da lam  perkara  a 

quo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c) Penggugat  menyebutkan  dalam  Gugatan  bahwa 

Penggugat  te l ah  d i rug i kan  dengan  keberadaan  

Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15 

Maret  2001  yang  d ike lua rkan  oleh  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Faktanya  ada lah  :

Sura t  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  82/Kp ts - I I / 2001  

tangga l  15 Maret  2001  atas  nama Terguga t  I I  In te r vens i  

d ike lua rkan  leb ih  dahu lu  diband ingkan  i j i n  lokas i  atas  

nama  Penggugat  yang  d ike lua r kan  oleh  Bupat i  Padang  

Lawas  tangga l  28  Mei  2008,  seh ingga  baga imana  mungkin  

sura t  yang  dike lua rkan  leb ih  dahu lu  dan  masih  te tap  

ber l aku  dapat  mengak iba t kan  kerug ian  te rhadap  
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Penggugat  yang  belakangan  baru  memi l i k i  i j i n  lokas i  

te rh i t ung  se jak  tahun  

2008  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -     

Bahwa  da lam  sura t  yang  dike lua rkan  oleh  Dinas  

Kehutanan  dan  Perkebunan  Pemer in tah  Kabupaten  Padang  

Lawas  Nomor  :  525/524 .a /  IX /2010  tangga l  30  September  

2010 but i r  (d )  menyebutkan  bahwa : - - - - - - - - -

- Keterangan  sta tus  lahan  in i  bukan  

merupakan  bukt i  a las  hak  tanah ,  te tap i  

hanya  merupakan  pen je lasan  sta tus  area l /  

tanah / l ahan  te rhadap  koord ina t  te rsebu t  

d ia tas  yang  dip l o t kan  pada  peta  kawasan  

hutan ,  dan  dapat  kami  tambahkan  bahwa 

sebag ian  lokas i  Koperas i  Kurn ia  Natama 

juga  di  k la im  oleh  Koperas i  Pegawai  Neger i  

I I  (KPN  I I )  dan 

KGL ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa yang  dimaksudkan  kerug ian  yang  dia lami  Penggugat  

secara  nyata  bukan  karena  ke la l a i an  Terguga t  

menerb i t kan  sura t  keputusan ,  mela inkan  karena  

ke la l a i an  Bupat i  Padang  Lawas  yang  t i dak  cermat  dan  

t i dak  te l i t i  da lam mengeluarkan  i j i n  kepada  Penggugat ,  

dengan  kata  la i n  Bupat i  Padang  Lawas  t i dak  menja lankan  
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asas- asas  umum pemer in tahan  dengan  ba ik  dan  benar ,  

seh ingga  ke la l a i an  te rsebu t  mengak iba tkan  i j i n  yang  

dike lua r kan  atas  nama  Penggugat  te rnya ta  tumpang  

t i nd i h  dengan  per i i j i n a n  la i n  yang  te l ah  dike lua rkan  

te r l eb i h  dahu lu  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  i t u l ah  dal i l  Penggugat  yang  mengatakan  

bahwa  Penggugat  di rug i kan  karena  keberadaan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  yang  di j ad i kan  ob jek  

sengketa  dalam  perkara  gugatan  a  quo  sangat  t i dak  

re levan  seka l i ,  karena  fak tanya  Sura t  dar i  Bupat i  

Padang  Lawas lah  yang  mengak iba t kan  tumpang  t i nd i h  dan  

menimbulkan  kerug ian  kepada  Penggugat .  Oleh  Karena  

Bupat i  Padang  Lawas  sebaga i  p ihak  yang  menimbulkan  

kerug ian  maka sudah  sepatu tnya  Bupat i  Padang  Lawas  dan  

pihak  la i n  yang  mengkla im  lokas i  ob jek  a- quo  harus  

di i ku t  ser takan  sebaga i  p ihak  yang  diguga t  o leh  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . Dalam Pokok Perkara  :  

1) Bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  secara  tegas  

se lu ruh  dal i l - da l i l  Gugatan  Penggugat  kecua l i  yang  

secara  nyata  dan  tegas  diaku i  kebenarannya  o leh  

Tergugat  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Bahwa yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam Gugatan  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  82/  Kpts - I I / 2001  tangga l  15  maret  2001,  

ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman kayu  

Per tukangan  kepada  PT  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  

area l  hutan  se luas  ±  42.530  Ha d i  Prop ins i  Sumatera  

Utara  dan  Prop ins i  

Riau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

3) Bahwa  berdasarkan  Pasa l  53  ayat  (2 )  Undang- Undang  

Nomor   9  Tahun  2009  

menyebutkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alasan- a lasan  yang  dapat  d igunakan  dalam  Gugatan  

sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (1 )  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) Bahwa  Penggugat  menyebutkan  pada  but i r  12  sampai  

dengan  17  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa  Sura t  
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Keputusan  yang  dike lua r kan  oleh  Terguga t  te l ah  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  pemer in tahan  yang  baik  

seper t i  yang  dia tu r  pada  Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  

b ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  menolak  secara  tegas  

dal i l - da l i l  yang  disebu tkan  oleh  Penggugat  seper t i  

yang  disebu tkan  dia tas ,  dengan  alasan- alasan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4.1 . Bahwa  PT  Sumatera  Sylva  Lesta r i  merupakan  

perusahaan  patungan  anta ra  PT  Sumatera  Riang  

Lesta r i  dengan  INHUTANI  IV  yang  te rben tuk  pada  

tangga l  13  Oktober  1998  sesua i  dengan  Akta  

Nomor  :  8 yang  dibua t  dan dihadapan  Notar i s  Reina  

Murn i  Batubara ,SH.  Dan  te lah  disahkan  oleh  

Menter i  Kehak iman  dengan  Keputusan  Nomor  :  C-

16396  HT.01.01 .Th .09  tangga l  14  September  1999,  

dengan  kata  la i n  pemegang  saham dar i  PT Sumatera  

Sylva  Lesta r i  sa lah  satunya  ada lah  perusahaan  

mi l i k  Negara  ;  akan  te tap i  te lah  te r j ad i  

perubahan  pemegang  saham  yang  di l akukan  pada  

tangga l  10 September  2008  dibua t  da lam akta  Nomor  

:  17  yang  dibua t  d iahadapan  Notar i s  L inda  

Herawat i  (Nota r i s  yang  berkedudukan  d i  Jakar ta ) ,  

seh ingga  se jak  tahun  2008  sampai  dengan  sekarang  

pemegang  sahamnya  ada lah  PT  Sumatera  Riang  
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Lesta r i  dengan  PT  Agam 

Sempura  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

4.2 .  Bahwa pada  kenya taannya  Tergugat  I I  In te r vens i  

da lam  mener ima  Sura t  Keputusan  dar i  Tergugat  

sudah  memenuhi  beberapa  persyara tan  yang  memang 

menjad i  kewaj i ban  atau  keharusan  yang  harus  

dipenuh i  yang  anta ra  la i n  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  

te lah  melakukan  Stud i  Kelayakan  

(FS)  dan  has i l  dar i  Study  

Kelayakan  te rsebu t  te lah  

dise tu j u i  o leh  Di rek tu r  Jendra l  

Pengusahaan  Hutan  Nomor  :  

2645/ IV - PPH/1197  tangga l  12 

Nopember  

1997  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

b. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  

te lah  menyusun  Anal i s i s  Mengenai  

Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  yang  

te lah  dise tu j u i  o leh  Di rek tu r  

Jendra l  Per l i ndungan  dan 

Konservas i  Alam  Nomor  :  05/DJ-

VI /AMDAL/1999  tangga l  26  Jun i  
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1999  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

c . Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  

melunas i  pembayaran  Iu ran  

HPHTanaman  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

d. Tergugat  I I  te lah  mendapatkan  

rekomendas i / pe r t imbangan  

Bupat i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Telah  d i l akukan  Anal i sa  kawasan  

hutan  dar i  BPKH ; - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Proposa l  Tekn is  Perusahaan  

Tergugat  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Persayara tan  Admin is t r a s i  

perusahaan  Tergugat  I I  In te r vens i  

; - - -

1. Anggaran  

dasar  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. SIUP  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 71 dar i  104 ha laman Putusan  No.161/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. TDP  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. NPWP ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Sura t  

Domis i l i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Pernya taan  bersed ia  membuat  kanto r  

perwak i l an  d iw i l a yah  Prop ins i  atau  

Kabupaten /Ko tamadya  lokas i  yang dimohon ; - -

7. Peta  area l  

permohonan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  je l as  bahwa Tergugat  I I  In te r vens i  

te lah  mengiku t i  semua  atu ran  dan  prosedur  yang  

ber laku  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku ,  maka  dal i l  penggugat  sangat  t i dak  

bera lasan  dan  patu t  untuk  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) Bahwa  apab i l a  Penggugat  mempermasa lahkan  keabsahan  

alas  hak  Terguga t  I I  In te r vens i  yang  dike lua rkan  oleh  

Menter i  Kehutanan  R. I . ,  maka  Tergugat  I I  In te r vens i  

kembal i  memper tanyakan  i j i n  lokas i  yang  dipe ro l eh  
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Penggugat .  Hal  in i  karena  sura t  i j i n  lokas i  No.  

503/002 /  ILPKS/2008  ten tang  i j i n  lokas i  perkebunan  

ke lapa  sawi t  An.  Koperas i  Kurn ia  Natama (Pengggugat )  

t i dak  send i r i  d i t anda tangan i  o leh  Bupat i  Padang  Lawas  

se laku  pember i  i j i n ,  akan  te tap i  d i tanda tangan i  o leh  

Kepala  Kantor  Pelayanan  Per i z i nan  Daerah  (d .h . i .  Drs .  

Burhanudd in  Harahap  se laku  Pembina) .  Seanda inyapun  –

quad  non  – Bupat i  Padang Lawas member ikan  mandat  agar  

Kepala  Kantor  Pelayanan  Per i z i nan  Daerah  ber t i ndak  

mewaki l i  Bupat i  Padang  Lawas  dalam  member ikan  i j i n ,  

maka  semest i nya  te r t u l i s  “a .n .  (a tas  nama)”  pada  

bag ian  tanda  tangan .  Selan ju tnya ,  mengapa  sura t  i j i n  

lokas i  yang  di te r b i t k an  Bupat i  Padang  Lawas,  

d i t embuskan  kembal i  kepada  Bupat i  Padang  Lawas  oleh  

Kanto r  Pelayanan  Per i z i nan  Daerah  sebaga i  tembusan,  

seh ingga  menimbulkan  per tanyaan  keabsahaan  dar ipada  

i j i n  lokas i  te rsebu t  ; - - - - - - -

6) Bahwa  meskipun  berdasarkan  keputusan  Menter i  

Kehutanan  R. I .        No.  SK 44/Menhut - I I / 2005  tangga l  

16  Pebruar i  2005  sebag ian  area l  ker j a  PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i  berubah  sta tusnya  menjad i  area l  

penggunaan  la i n  (APL)  te tap i  berdasarkan  keputusan  

Menter i  Kehutanan  R. I .  No.  201/Menhut - I I / 2006  

di t en tukan  bahwa  i j i n  penggunaan  kawasan  atau  i j i n  

pemanfaa tan  hutan  yang  masih  ber laku  yang  le taknya  

berada  dida lam  kawasan  hutan  yang  d iubah  

perun tukannya  menjad i  bukan  kawasan  hutan  atau  berada  
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dida lam  kawasan  hutan  yang  mengalami  perubahan  fungs i  

dengan  keputusan  Menter i  Kehutanan  R. I .   No.  SK 

44/Menhut - I I / 2005  tangga l  16  Pebruar i  2005  masih  

te tap  ber laku  sampai  dengan  i j i n n ya  berakh i r .  

Menginga t  i j i n  HPHT AN.  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  

masih  ber laku ,  maka  Bupat i  seharusnya  t i dak  

menerb i t kan  i j i n  lokas i  untuk  perkebunan  kepada  

Penggugat  dia tas  area l  te rsebu t .  karenanya  dal i h  

Penggugat  patu t  untuk  dikesampingkan  dan  di to l a k  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

7) Alas  Hak Penggugat  t i dak  je l as  seh ingga  mengak iba t kan  

Penggugat  t i dak  mempunya i  kua l i t a s  untuk  mengajukan  

gugatan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.1 . Bahwa  Penggugat  menje laskan  bahwa 

se la i n  i j i n  lokas i  yang  d i j ad i kan  a las  

hak  ada  beberapa  sura t  la i n  yang  

dimi l i k i  o leh  Penggugat  anta ra  la i n  

ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Kete rangan  Tahun  1962  No.47/P I / 1962  dar i  

Kepala  Neger i  Jan j i  

Lob i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Pengakuan/Pernya taan  Baginda  Par l i ndungan  

Hasibuan  tahun  
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1999  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Sura t  Kete rangan  Tanah  Ulaya t  Desa  Sia l i - a l i  

tahun  1994 ; - - - - - - -  

Bahwa  adanya  Sura t  Keterangan  Tahun  1962  

No.47 /P I / 1962  dar i  Kepala  Neger i  Jan j i  Lob i  ;  

Sura t  Kete rangan  Tahun  1962  No.47/P I / 1962  dar i  

Kepala  Neger i  Jan j i  Lob i  ;  Sura t  Keterangan  Tanah  

Ulaya t  Desa Sia l i - a l i  tahun  1994,  bukan  merupakan  

bukt i  kepemi l i k an  hak  atas  tanah ,  ha l  in i  sesua i  

dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  ten tang  

Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  

Agrar i a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya  untuk  dapat  d ika takan  sebaga i  tanah  

ulaya t  sebaga i  mana yang  di  k la im  oleh  Penggugat ,  

harus  memenuhi  syara t - syara t  yang  di ten tukan  o leh  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ;

Bahwa sura t - sura t  te rsebu t  t i dak  je l as  d i t u j u kan  

kepada  s iapa  dan  untuk  keper l uan  apa,  d imana  

lokas inya  ser ta  bi l a  dika i t k an  dengan  

te rben tuknya  Koperas i  Kurn ia  Natama/Penggugat  In  

casu  sama  seka l i  t i dak  je l as  dan  t i dak  

te rka i t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -
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7.2 . Faktanya  seper t i  yang  d i j e l a s kan  oleh  

Penggugat  da lam Gugatan  bahwa Koperas i  

Kurn ia  Natama  te rben tuk  pada  tangga l  

14  Mei  2007  berdasarkan  Akta  Nomor  :  

30  dan  d isahkan  sebaga i  badan  hukum 

pada  tangga l  16  Mei  2007,  sedangkan  

alas  hak  yang  disebu tkan  oleh  

Penggugat  se lu ruhnya  di t e rb i t k an  jauh  

sebe lum  Koperas i  Kurn ia  Natama 

te rben tuk  dan 

disahkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rdapa t  ke jangga lan  mengena i  pend i r i a n  

Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama  dimana  dalam 

Keputusan  Menter i  Negara  Koperas i  Dan Usaha Keci l  

Menengah  RI  Nomor  :  518/05 /  BH/ I I . 9 /V / 2007  

ten tang  pengesahan  pend i r i an  anggaran  dasar  

koperas i  perkebunan  Kurn ia  Natama tangga l  16  Mei  

2007,  d i te t apkan  di  Padangs idempuan,  yang  in t i n ya  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

memutuskan

- bahwa te l ah  mengesahkan  Pendi r i a n  Anggaran  Dasar  

Koperas i  Perkebunan  “Kurn ia  Natama”  untuk  

se lan ju t nya  d isebu t  Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  

Natama  ber tempat  kedudukan  d i  Desa  Sia l i - a l i  

Kecamatan  Lubuk  Barumun  Kabupaten  Tapanu l i  

Sela tan ,  Prop ins i  Sumatera  
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Utara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

ha l  mana  diwak tu  yang  bersamaan  dibua tkan  pula  

sura t  dar i  Dinas  Koperas i  dan  Usaha  Keci l ,  

Menengah  Daerah,  per i ha l  :  Pengesahan  Pengurus /  

Badan  Pengawas,  Nomor  :  814/518 /  1739/2007 ,  yang  

menyatakan  bahwa  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Menter i  Negara  Koperas i  Dan Usaha  Keci l  Menengah  

RI  Nomor  :  518/05 /BH/ I I . 9 / V / 2007 ,  maka  diadakan  

rapa t  yang  d ihad i r i  o leh  24  (dua  puluh  empat )  

ca lon  anggota  Koperas i  dan  adapun  sa lah  satu  

keputusan  rapa t  te rsebu t  adalah  memi l i h  dan  

mengangkat  Pengurus  atau  Badan  Pengawas  Koperas i  

Perkebunan  Kurn ia  Natama  untuk  per iode  2007  s/d  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  susunan  kepengurusan  dar i  

koperas i  perkebunan  kurn ia  natama  diben tuk  

sete lah  adanya  Sura t  Keputusan  Menter i  Negara  

Koperas i  Dan  Usaha  Keci l  Menengah  RI ,  ha l  in i  

ber ten tangan  dengan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  

1992  ten tang  perkoperas ian ,  Pasal  7  ayat  1 

menyatakan  bahwa : - - - - - - - - - - -

”Pembentukan  Koperas i  sebaga imana  dimaksud  da lam 

Pasa l  6  di l akukan  dengan  akta  pend i r i a n  yang  

memuat  Anggaran  Dasar  ” ; - -

Adapun  per i ha l  Anggaran  Dasar ,  d isebu tkan  da lam 
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Pasa l  8 : - - - - - - - - -

Anggaran  Dasar  sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  7 

ayat  (1 )  memuat  sekurang-

kurangnya  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

a. daf ta r  nama 

pend i r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b. nama  dan  tempat  

kedudukan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

c . maksud  dan  tu juan  ser ta  b idang  

usaha  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. keten tuan  mengena i  

keanggotaan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

e. keten tuan  mengenai  Rapat  

Anggota  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

f . keten tuan  mengena i  

penge lo l aan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

g. keten tuan  mengena i  

permoda lan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -  
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h. keten tuan  mengenai  jangka  waktu  

berd i r i n ya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i . keten tuan  mengenai  pembagian  s isa  has i l  

usaha  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

j . keten tuan  mengena i  

sanks i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  Lega l i t a s  dar i  Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  

Natama  patu t  d ipe r t anyakan ,  d ika renakan  tanah  

yang  dipe rsengke takan  te rsebu t  ada lah  masih  tanah  

mi l i k  peser ta  ke lompok  tan i  Kurn ia  Natama  bukan  

mi l i k  Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama.  Apakah  

anggota  Kelompok  tan i  Kurn ia  Natama  se lu ruhnya  

juga  anggota  dar i  Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  

Natama ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bi la  tanah  te rsebu t  memang  masih  d ikuasa i  dan  

dimi l i k i  o leh  ke lompok  tan i  Kurn ia  Natama  maka 

Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama t i dak  mempunyai  

a las  hak  atas  tanah  te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

7.3 . Bi lamana  atau  anda ika ta  Penggugat  

mendal i l k an  bahwa  sta tus  kepemi l i k an  

atas  tanah  Penggugat  didasarkan  o leh  

Sura t  Keterangan  Tahun  1962  

No.47 /P I / 1962  dar i  Kepala  Neger i  Jan j i  

Lob i  yang  di j ad i kan  alas  hak  oleh  
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Penggugat ,  maka  keberadaan  koperas i  

Kurn ia  Natama/Penggugat  In  casu  sudah  

ada  pada  se jak  tahun  1962  bukan  

tangga l  14  Mei  2007  ;  

atau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Bi lamana  atau  anda ika ta  Penggugat  mendal i l k an  

bahwa  sta tus  kepemi l i k an  atas  tanah  Penggugat  

didasarkan  oleh  Sura t  Pengakuan/Pernya taan  

Baginda  Par l i ndungan  Hasibuan  tahun  1999  yang  

di j ad i kan  alas  hak  oleh  Penggugat ,  maka 

keberadaan  koperas i  Kurn ia  Natama/Penggugat  In  

casu  sudah  ada  pada  se jak  tahun  1999  bukan  

tangga l  14  Mei  2007  ;  dan 

atau  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Bi lamana  atau  anda ika ta  Penggugat  mendal i l k an  

bahwa  sta tus  kepemi l i k an  atas  tanah  Penggugat  

didasarkan  oleh  Sura t  Keterangan  Tanah  Ulaya t  

Desa Sia l i - a l i  tahun  1994  yang  di j ad i kan  alas  hak  

oleh  Penggugat ,  maka  keberadaan  koperas i  Kurn ia  

Natama/Penggugat  In  casu  sudah  ada  pada  se jak  

tahun  1994  bukan  tangga l  14  Mei  

2007  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -     

Hal  in i  membukt i kan  bahwa dal i l  gugatan  Penggugat  

ada lah  dal i l  yang  ke l i r u  dan  patu t  untuk  

dikesampingkan ,  ket i dak j e l a san  sta tus  kepemi l i k an  
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tanah  yang  mengak iba tkan  kont rad i k t i f  anta ra  

pengakuan  mengenai  a las  hak  dan  keberadaan  

Koperas i  Kurn ia  Natama menyebabkan  Penggugat  sama 

seka l i  t i dak  mempunyai  kwal i t a s  untuk  mengajukan  

Gugatan ,  untuk  i t u l ah  Gugatan  Penggugat  waj ib  

untuk  d i t o l a k  atau  set i dak - t i daknya  d inya takan  

t i dak  dapat  

d i t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  yang  Tergugat  I I  

In te r vens i  kemukakan  dan  ura i kan  dalam  ekseps i  

d ia tas ,  maka  cukup lah  bera lasan  Tergugat  I I  

In te r vens i  meminta  kepada  Maje l i s  Hakim Pemer iksa  

Perkara  a- quo  agar  menolak  gugatan  Penggugat  

untuk  se lu ruhnya  dan  atau  set i dak - t i daknya  

menyatakan  gugatan  Penggugat  d inya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k e  

verk l aa rd )  ; - - - - - - - -

8) Bahwa  sebaga imana  te lah  diu ra i kan  dia tas ,  Penggugat  

berdasarkan  sura t  i j i n  lokas i  Bupat i  Padang  Lawas No.  

503/002 / I LPKS/2008  tangga l  28  Mei  2008  ten tang  i j i n  

lokas i  perkebunan  ke lapa  sawi t  An.  Koperas i  Kurn ia  

Natama (Pengggugat )  mendapatkan  lahan  se luas  ± 1.894  

Ha.  Akan  te tap i  pada  tangga l  27  Agustus  2008,  

Penggugat  kembal i  mengajukan  permohonan  i j i n  lokas i  

kepada  Bupat i  Padang  Lawas  atas  tanah  se luas  ±  2000  
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Ha.  Fakta  hukum in i  menunjukan  ada inkons i s t ens i  luas  

lahan  yang  d ikuasa i  Penggugat ,  seka l i gus  menimbulkan  

per tanyaan  berapa  sebenarnya  luas  lahan  yang  dimi l i k i  

o leh  Penggugat .  Mengapa  Penggugat  yang  sudah  

dibe r i kan  i j i n  o leh  Bupat i  Padang Lawas mela lu i  sura t  

i j i n  lokas i ,  jus t r u  mengajukan  kembal i  permohonan  

i j i n  lokas i  pada  lahan  yang  sama,  namun dengan  luas  

yang  berbeda .  Karenanya  gugatan  Penggugat  patu t  untuk  

dikesampingkan  dan  d i t o l a k  se lu ruhnya ,  sebab  t i dak  

ada  ke je l asan  luas  lahan  dan  batas  yang  dida l i h kan  

dike lo l a  oleh  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan- alasan  hukum te rsebu t  d ia tas ,  dengan  in i  

mohon  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  No.  

161/G/2010 /PTUN- JKT  berkenan  untuk  member i  putusan  akh i r  

(e ind  

von is )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Pr ima i r  :

Dalam Ekseps i  :

1. Mener ima  ekseps i  dar i  Terguga t  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  gugatan  Pengugat  t i dak  
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dapat  

di t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum  Penggugat  membayar  biaya  

perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Subs ide r  :

Bi la  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n ,  mohon  k i ranya  

menja tuhkan  putusan  yang  baik  dan  adi l  menuru t  keten tuan  

hukumnya  ( Recht  te  doen  naar  goede  Jus t i t i e / e x  aequo  et  

bono ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat    te l ah  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  te lah  dibe r i  metera i  cukup  

dengan   dibe r i  tanda  P- 1 s/d  P- 16,  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - -

1.  Bukt i  P- 1 : Akta  Pendi r i an  Koperas i  

Perkebunan  Kurn ia  Natama  Nomor  30  tangga l  

14  Mei  2007,  Notar i s  Zulhenr i ,  S.H.  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
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 2.  Bukt i  P- 2 : Sura t  Pengesahan  

Pengurus /Badan  Pengawas  Nomor  :  

814/518 /1739 /2007 ,  te r t angga l  16  Mei  2007  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

3.  Bukt i  P- 3 : Ber i t a  Acara  Rapat  Anggota  Koperas i  

Perkebunan  Kurn ia  Natama,  te r t angga l  2 

Oktober  2010.  ( fo t o  copy  sesua i  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i  P- 4 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  

15  Maret  2001  ten tang  Pember ian  Hak 

Pengusahaan  Hutan  Tanaman Kayu  Per tukangan  

kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  

Area l  Hutan  Seluas  +  42.530  (empat  pu luh  

dua  r i bu  l ima  ra tus  t i ga  puluh)  hekta r  d i  

Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  Riau.  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bukt i  P- 5 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  

Kabupaten  Padang  Lawas  Nomor  :  

525/524 .a / IX / 2010 ,  te r t angga l  30  September  

2010  Per iha l  :  Keterangan  Sta tus  Lahan .  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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6.  Bukt i  P- 6 : Sura t  Kete rangan  Nomor  :  47/P I / 1962 .  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Bukt i  P- 7 : Sura t  Pengakuan/Pernya taan  Ompu  Bangunna,  

te r t angga l  1  Oktober  1999  ( fo t o  copy  

di l ega l i s i r  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  Bukt i  P- 8 : Sura t  Iz i n  Bupat i  Padang  Lawas  Nomor  :  

503/002 / I LPKS/  2008,  tangga l  28  Mei  2008  

ten tang  Iz i n  Lokas i  Perkebunan  Kelapa  Sawi t  

An.  Koperas i  Kurn ia  Natama.  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

9.  Bukt i  P- 9 : Sura t  Kete rangan  Ahl i  War is  Nomor  :  

09/K .0 .2092 /1999 ,  te r t angga l  28  September  

1999  ( fo t o  copy  di l ega l i s i r  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

10.  Bukt i  P- 10 : Sura t  Keputusan  Desa  Sia l i -

a l i ,  Kecamatan  Barumun,  Kabupaten  Dat i  I I  

Tapanu l i  Sela tan  Nomor  :  594.4 /01 /1994 ,  

te r t angga l  26  Agustus  1994  ten tang  
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Penetapan  Tanah  Ulaya t  Desa  Sia l i - a l i .  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - -

11.  Bukt i  P- 11 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  

dan  Perkebunan  Kabupaten  Padang  Lawas  Nomor  

:  525/768 .a /X I I / 2 010 ,  te r t angga l  14 

Desember  2010  Per iha l  :  Area l  Penggunaan  

Lain  (APL)  dida lam  Area l  Ker ja  PT.  SSL.  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 12.  Bukt i  P- 12 : Keputusan  Menter i  Negara  

Koperas i  dan  Usaha  Keci l  Menengah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  518/05 /BH/ I I . 9 /  V/2007,  

te r t angga l  16  Mei  2007  ten tang  Pengesahan  

Pendi r i a n  Anggaran  Dasar  Koperas i  

Perkebunan  Kurn ia  Natama.  ( fo t o  copy  sesua i  

dengan as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.  Bukt i  P- 13 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  

dan  Perkebunan  Kabupaten  Padang  Lawas  Nomor  

:  525/403 /V I I I / 2 009 ,  te r t angga l  14  Agustus  

2009  Per iha l  :  Sis tem  Bagi  Hasi l   PT.  SSL 

dengan  Masyaraka t .  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - -

14.  Bukt i  P- 14 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Nomor  :  SK.44/Menhut - I I / 2005 ,  te r t angga l  16 

Februar i  2005  ten tang  Penunjukan  Kawasan  
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Hutan  di  Wi layah  Prov ins i  Sumatera  Utara  

Seluas  + 3.742 .120  (T iga  ju ta  tu j uh  ra tus  

empat  pu luh  dua  r i bu  sera tus  dua  puluh)  

Hektar .  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - -

15.  Bukt i  P- 15 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Nomor  :  SK.201/Menhut - I I / 2006 ,  te r t angga l  5 

Jun i  2006  ten tang  Perubahan  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Nomor  :  SK.44/Menhut -

I I / 2005 ,  tangga l  16  Februar i  2005  dan  

Perubahan  Perun tukan  Kawasan  Hutan  d i  

Wi layah  Prop ins i  Sumatera  Utara  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.  Bukt i  P- 16 : Kl ip i ng  Koran  Rakyat  Merdeka  

“Menhut  Revis i  SK Kawasan  Hutan”  sabtu ,  26  

Februar i  2011.  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat   te l ah  mengajukan   bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  te lah  dibe r i  metera i  cukup  

dengan  diber i  tanda  T - 1 sampai  dengan  T -  9,  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.    Bukt i  T- 1 : Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  ten tang  
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Peratu ran  Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a .  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  copy)  ; - - - - -

2.    Bukt i  T- 2 : Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  ten tang  

Kehutanan .  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.    Bukt i  T- 3 : Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  5  Tahun  

1999  ten tang  Pedoman  Penye lesa ian  Masalah  

Hak  Ulaya t  Masyaraka t  Hukum  Adat .  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.    Bukt i  T- 4 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  

SK.44/Menhut - I I / 2005 ,  te r t angga l  16 

Februar i  2005  ten tang  Penunjukan  Kawasan  

Hutan  di  Wi layah  Prov ins i  Sumatera  Utara  

Seluas  + 3.742 .120  (T iga  ju ta  tu j uh  ra tus  

empat  pu luh  dua  r i bu  sera tus  dua  puluh)  

Hektar .  ( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.    Bukt i  T- 5 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  :  

SK.201 /Menhut - I I / 2006 ,  te r t angga l  5  Jun i  

2006 ten tang  Perubahan  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  :  SK.44/Menhut - I I / 2005 ,  

tangga l  16  Februar i  2005  dan  Perubahan  

Peruntukan  Kawasan  Hutan  d i  Wi layah  

Prop ins i  Sumatera  Utara .  ( fo t o  copy  sesua i  
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dengan  as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.    Bukt i  T- 6 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  

15  Maret  2001  ten tang  Pember ian  Hak 

Pengusahaan  Hutan  Tanaman Kayu  Per tukangan  

kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  

Area l  Hutan  Seluas  +  42.530  (empat  pu luh  

dua  r i bu  l ima  ra tus  t i ga  puluh)  hekta r  d i  

Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  Riau.  

( fo t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.    Bukt i  T- 7 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  

Kabupaten  Padang  Lawas  Nomor  :  

525/524 .a / IX / 2010 ,  te r t angga l  30  September  

2010  Per iha l  :  Keterangan  Sta tus  Lahan.  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.    Bukt i  T- 8 : Notu len  rapa t  per temuan  anta r  PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i ,  PT.  Sibuah  Raya,  Kelompok  

Tani  Kurn ia  Natama Kecamatan  Lubuk  Barumun,  

Kabupaten  Tapanu l i  Sela tan ,  pada  tangga l  11  

Mei  2007.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - -

9.    Bukt i  T- 9 : Sura t  Iz i n  Bupat i  Padang  Lawas  Nomor  :  

503/002 / I LPKS/  2008,  tangga l  28  Mei  2008  

ten tang  Iz i n  Lokas i  Perkebunan  Kelapa  Sawi t  

An.  Koperas i  Kurn ia  Natama.   ( fo t o  copy  

Halaman 89 dar i  104 ha laman Putusan  No.161/G/2010 /PTUN- JKT.
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dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan   bukt i  

te r t u l i s  berupa  fo to  copy  sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  

metera i  cukup  dengan  dibe r i  tanda  T. I I  In t v - 1  sampai  dengan  

T. I I  In t v - 10,  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T. I I  In t v - 1 : Akta  Pendi r i an  Perseroan  

Terba tas  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i .  

Nomor  7  tangga l  13  Oktober  1998.  ( fo t o  

copy   sesua i  dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T. I I  In t v - 2 : Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  82/Kpts -

I I / 2001  tangga l  15  Maret  2001  ten tang  

Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman 

Kayu  Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i  atas  Area l  Hutan  Seluas  + 

42.530  (empat  pu luh  dua  r i bu  l ima  ra tus  

t i ga  puluh)  hekta r  d i  Prop ins i  Sumatera  

Utara  dan  Prop ins i  Riau.  ( fo t o  copy  

sesua i  dengan as l i nya )  ; - -

3. Bukt i  T. I I  In t v - 3 : Keputusan  Kepala  Dinas  

PAGE  

PAGE  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kehutanan  Prop ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  

522.21 /0598 / IV  tangga l  22  Januar i  2007,  

ten tang  Pengesahan  Rencana  Ker ja  Tahunan  

Usaha  Pemanfaa tan  Hasi l  Hutan  Kayu  Pada 

Hutan  Tanaman   Tahun  2007  PT.  Sumatera  

Sylva  Lesta r i .  ( fo t o  copy  dar i  fo to  copy)  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T. I I  In t v - 4 : Sura t  Kepala  Dinas  Kehutanan  

dan  Perkebunan  Kabupaten  Padang  Lawas 

Nomor  :  525/524 .a / IX / 2010 ,  te r t angga l  30  

September  2010  Per iha l  :  Keterangan  

Sta tus  Lahan.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T. I I  In t v - 5 : Laporan  has i l  survey  permohonan  

sta tus  lahan  ke lompok  tan i  Kurn ia  Natama 

Desa  Sia l i - a l i ,  Kecamatan  Lubuk  Barumun,  

Kabupaten  Tapanu l i  Sela tan ,  Prop ins i  

Sumatera  Utara .  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T. I I  In t v - 6 : Keputusan  Waki l  Kepala  Dinas  

A.n .  Kepala  Dinas  Kehutanan  Prop ins i  

Sumatera  Utara  Nomor  :  522.21 /  0598/ IV ,  

te r t angga l  22  Januar i  2007  ten tang  

Rencana  Ker ja  Tahunan  Usaha  Pemanfaa tan  

Hasi l  Hutan  Kayu  Pada  Hutan  Tanaman 

Halaman 91 dar i  104 ha laman Putusan  No.161/G/2010 /PTUN- JKT.
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Tahun  2007  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i .  

( fo t o  copy  sesua i  dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - -

 7. Bukt i  T. I I  In t v - 7 : Notu len  rapa t  per temuan  anta r  

PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i ,  PT.  Sibuah  

Raya,  Kelompok  Tani  Kurn ia  Natama 

Kecamatan  Lubuk  Barumun,  Kabupaten  

Tapanu l i  Sela tan ,  pada  tangga l  11  Mei  

2007.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T. I I  In t v - 8 : Sura t  Iz i n  Bupat i  Padang 

Lawas  Nomor  :  503/002 / I LPKS/  2008,  

tangga l  28  Mei  2008  ten tang  Iz i n  Lokas i  

Perkebunan  Kelapa  Sawi t  An.  Koperas i  

Kurn ia  Natama.   ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T. I I  In t v - 9 a : Keputusan  Menter i  Negara  

Koperas i  Dan  Usaha  Kec i l  Menengah  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

518/05 /BH/ I I . 9 /  V/2007,  tangga l  16  Mei  

2007  ten tang  Pengesahan  Pendi r i an  

Anggaran  Dasar  Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  

Natama.  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  T. I I  In t v - 9 b : Pengesahan  Pengurus /Badan  

Pengawas  Nomor  :  814/  518/1739 /2007 ,  

PAGE  

PAGE  

Disclaimer
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te r t angga l  16  Mei  2007.   ( fo t o  copy  dar i  

fo to  

copy)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  T. I I  In t v - 10 : Sura t  Ketua  Koperas i  Kurn ia  

Natama  Nomor  :  003/  KPKN/E/ I I I / 2 008 ,  

te r t angga l  27  Agustus  2008,  per iha l  :  

Permohonan  I j i n  Lokas i .  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  copy)  ; - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pihak  Penggugat ,  Tergugat  dan 

Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  mengajukan  saks i  d ipe rs i dangan ,  

walaupun  sudah  dibe r i  kesempatan  untuk  i t u  secara  

patu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat ,  Terguga t  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i   te l ah  menyerahkan  Kes impu lannya  masing- masing  

te r t angga l  21  Maret  2011  dalam pers idangan  tangga l  21  Maret  

2011,  yang  is i nya  cukup  di tun j uk  da lam  Ber i t a  Acara  

pers i dangan  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  akh i rnya  Penggugat ,  Tergugat   dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  menyatakan  t i dak  akan  mengajukan  apa-

apa lag i  dan mohon putusan  : - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  sete lah  memperhat i kan  

sega la  sesua tu  yang  te r j ad i  se lama  pers idangan  perkara  in i  
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ber langsung  sebaga imana  te rca ta t  da lam  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Pers iapan  dan  Pers idangan  yang  bersangku tan ,  

ada lah  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam 

putusan  in i  ; - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  d i  

atas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada   gugatan  Penggugat  te rsebu t  yang  

dimohonkan  bata l  atau  t i dak  sah  ada lah  ob jek  sengke ta  berupa  

Sura t  Keputusan  Terguga t  Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  

Maret  2001  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman 

Kayu Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  atas  Area l  

Hutan  Seluas  + 42.530  (empat  pu luh  dua  r ibu  l ima  ra tus  t i ga  

puluh )  hekta r  d i  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  Riau  

(buk t i  P- 4  =  T- 6  =  T. I I  In t v -

2) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  te l ah  membantahnya  

sebaga imana  te rmuat  da lam  Jawaban  Tergugat  te r t angga l  13  

Januar i  2011 dan Jawaban Terguga t  I I  In te r vens i  te r t angga l  17  

Februar i  2011  yang  kemudian  d i t ambahkan  lag i  da lam perba ikan  

Jawaban  Tergugat  I I  In te r vens i  te r t angga l  2  Maret  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  mengajukan  jawaban  yang  bers i f a t  

ekseps i  karenanya  sebe lum  Pengadi l an  mempert imbangkan  pokok  

perkara  (se lan j u t n ya  dalam  putusan  in i  d isebu t  pokok  

sengketa )  te r l eb i h  dahu lu  akan  memper t imbangkan  ekseps i -

ekseps i  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .     Dalam Eksepsi  :

Menimbang,  bahwa  ekseps i  Tergugat  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i  te r sebu t  se lengkapnya  te l ah  dimuat  da lam  bag ian  

duduk  sengke ta  putusan  in i  yang  pada  pokoknya  ber i s i  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -  

1. Bahwa gugatan  Penggugat  keda luwarsa  (ekseps i  Tergugat  dan  

Tergugat  I I  

In te r vens i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  hukum te rhadap  

objek  gugatan  (ekseps i  

Tergugat )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa gugatan  Penggugat  kurang  pihak  (ekseps i  Tergugat  I I  

In te r vens i )  ; - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   dar i  ekseps i - ekseps i  d i  atas ,  
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Pengad i l an  akan  mempert imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  ekseps i  

angka  2  yang  dia j ukan  Tergugat ,  bahwa  Penggugat  t i dak  

mempunya i  kepent i ngan  hukum te rhadap  objek  gugatan  ; -

Menimbang,  bahwa  ekseps i  Terguga t  te rsebu t  d idasarkan  

alasan  karena  objek  sengketa  te l ah  ada  leb ih  dahu lu  te rb i t  

yakn i  tangga l  15  Maret  2001  diband ing  keberadaan  Penggugat  

(Koperas i  Kurn ia  Natama)  yang  baru  ada  pada  tangga l  16  Mei  

2007,  seh ingga  t i dak  berdasar  hukum j i k a  te rdapa t  kerug ian  

pada  di r i  Penggugat  yang  diak iba t kan   te rb i t n ya  keputusan  

Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  karena  pada  saat  d i te rb i t k annya  

keputusan  Tata  Usaha  Negara  a quo  Penggugat  be lum ada  (v i de  

Jawaban  Tergugat  ha laman  3  dan 

4)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Pengadi l an  akan  

mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai   unsur  kepent i ngan  dalam 

mengajukan  gugatan  sesua i  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  d i rubah  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  dia tu r  bahwa  “Orang  atau  

badan hukum perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  o leh  

suatu  keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  

te r t u l i s  kepada  Pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  

tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  

i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  
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dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  

di rehab i l i t a s i ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  untuk  mengajukan  

gugatan  harus  te rpenuh i  adanya  syara t  kepent i ngan  yang  

di rug i kan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  permasa lahan  hukum 

ada lah ,  apakah  Penggugat  te rmasuk  dalam  kategor i  p ihak  yang  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  ak iba t  d ike lua r kannya  Sura t  

Keputusan  Tergugat  Nomor  :  82/Kpts - I I / 2001  tangga l  15  Maret  

2001  ten tang  Pember ian  Hak  Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Kayu  

Per tukangan  kepada  PT.  Sumatera  Sylva  Lesta r i  d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  dan  Prop ins i  

Riau  ?; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  adalah  Koperas i  Perkebunan  

Kurn ia  Natama,  suatu  badan  hukum yang  did i r i k an  berdasarkan  

Akta  Nomor  30       tangga l  14  Mei  2007  dibua t  d ihadapan  

Notar i s  Zulhenr i ,  Sar jana  Hukum,  Notar i s  d i  Kabupaten  Daerah  

Tingka t  I I  Tapanu l i  Sela tan  (buk t i  P- 1) ,  dan  d isahkan  dengan  

Keputusan  Nomor  :  518/05 /BH/ I I . 9 / V / 2007  tangga l  16  Mei  2007  

yang  di t e r b i t k an  Kepala  Dinas  Koperas i  dan  Usaha  Kec i l  

Menengah  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Tapanu l i  Sela tan  (buk t i  

P-

12) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  bukt i  P- 1  dan  P- 12  te rsebu t ,  

Halaman 97 dar i  104 ha laman Putusan  No.161/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka  je l as  eks is t ens i  Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama 

secara  hukum baru  ada  pada  tahun  2007.  Sementara  i t u  ob jek  

sengketa  send i r i  ada lah  te l ah  te rb i t  kurang  leb ih  6  (enam)  

tahun  sebe lum  Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama  te rsebu t  

berd i r i  ; - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   oleh  keputusan  Tata  Usaha  Negara  

objek  sengketa  te l ah  te rb i t  jauh  sebe lum Koperas i  Perkebunan  

Kurn ia  Natama/Penggugat  ada,  maka ten tu  secara  hukum Koperas i  

Perkebunan  Kurn ia  Natama  t i dak  dapat  d ika tego r i k an  sebaga i  

p ihak  yang  di rug i kan  ak iba t  te rb i t n ya  keputusan  Tata  Usaha  

Negara  objek  sengketa  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Koperas i  Perkebunan  

Kurn ia  Natama ada lah  t i dak  masuk  dalam kategor i  “p ihak  yang  

di rug i kan  ak iba t  te rb i t n ya  keputusan  Tata  Usaha  Negara  objek  

sengketa ,  maka  sesua i  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebaga imana  di rubah  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  maka Koperas i  Perkebunan  

Kurn ia  Natama/Penggugat  t i dak  dapat  mengajukan  gugatan  

te rhadap  objek  

sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  hal  in i  se ja l an  dengan  s is t em  

pembukt i an  pada  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dengan  pr ins i p  

ex tunc  ar t i n ya ,  da lam menguj i  keabsahan  keputusan  Tata  Usaha  
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Negara ,  maka  Hakim  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  akan  

mendasarkan  pada fak ta - fak ta  atau  keadaan  hukum yang  ada pada  

saat  keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  te rb i t  dan  diu j i  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  pada  

saat  i t u  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mengenai  da l i l  Penggugat  pada  halaman  

2  angka  3,  yang  mengura i kan  dasar  penga juan  gugatan  a  quo 

ada lah  didasarkan   a las  hak  Penggugat  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Kete rangan  Tahun  1962  No.47/P I / 1962  dar i  Kepala  

Neger i  Djand j i  Lob i  (buk t i  P-

6) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Pengakuan/Pernya taan  Baginda  Par l i ndungan  Hasibuan  

Tahun  1999  (bahwa  yang  te rdapa t  da lam  pembukt i an  pada  

bukt i  P- 7  ada lah  pengakuan/pernya taan  Ompu  Bangunna  

tangga l  1 Oktober  1999)  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Sura t  Keterangan  Tanah  Ulaya t  Desa  Sia l i - Al i  Tahun  1994  

(buk t i  P- 10)  ; - - - - - - - - - -

Pengad i l an  memper t imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  benar  sura t  P- 6,  P- 7  dan  P- 10  te rsebu t  

te lah  ada  sebe lum  objek  sengketa  

te rb i t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa akan  te tap i  a la t  bukt i  sura t  P- 6,  P- 7 dan  

P- 10  te rsebu t  te rnya ta  t i dak  te rca ta t  atas  nama 

Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama/Penggugat ;

- Bahwa  apab i l a  dice rmat i  d ida lam  akta  pend i r i an  

Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama,  te rnya ta  

ala t - ala t  bukt i  te rsebu t  juga  t i dak  te rca ta t  

sebaga i  asse t  dar i  Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  

Natama ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  di  atas ,  maka 

te rhadap  bukt i  sura t  P- 6,  P- 7  dan  P- 10  meskipun  te lah  ada  

sebe lum  objek  sengketa  te rb i t ,  te tap i  karena  sura t  te r sebu t  

t i dak  te rca ta t  atas  nama Koperas i  Perkebunan  Kurn ia  Natama 

dan  juga  t i dak  disebu t   sebaga i  asset  dar i  Koperas i  

Perkebunan  Kurn ia  Natama,  oleh  karenanya  sura t - sura t  te rsebu t  

t i dak  bisa  di j ad i kan  dasar  kepent i ngan  Penggugat  untuk  

mengajukan  gugatan  pembata lan  objek  sengketa  ; - -

Menimbang,  bahwa adapun  te rhadap  bukt i  P- 8 ya i t u  Sura t  

Iz i n  Bupat i  Padang  Lawas  Nomor  :  503/002 / I LPKS/2008 ,  tangga l  

28  Mei  2008  ten tang  Iz i n  Lokas i  Perkebunan  Kelapa  Sawi t  An.  

Koperas i  Kurn ia  Natama/Penggugat  sebaga i  bag ian  alas  hak  

Penggugat  adalah  dipe ro l eh  Penggugat  sete lah  te rb i t n ya   ob jek  

sengketa ,  o leh  karenanya  harus lah  pula  

dikesampingkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  
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hukum di  atas ,  maka berdasarkan  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (1 )  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 sebaga imana  di rubah  te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  Pengadi l an  berpendapa t  Penggugat  t i dak  

mempunya i  kepent i ngan   untuk  mengajukan  gugatan  a  quo  o leh  

karenanya  ekseps i  angka  2  yang  dia j ukan  Tergugat  harus lah  

dinya takan  di te r ima .  Dan  ekseps i  se leb ihnya  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan  lag i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .     Dalam Pokok Sengketa  :

Menimbang,  bahwa karena  ekseps i  Tergugat  pada  angka  2 

te lah  dinya takan  di te r ima ,  maka Pengad i l an  t i dak  per lu  lag i  

mempert imbangkan  pokok  sengke ta  dan  gugatan  Penggugat  

harus lah  dinya takan  t i dak  di te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  di te r ima ,  maka  Penggugat  dihukum  untuk  

membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  d i t en tukan   da lam amar  

putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  a la t  bukt i  se leb ihnya ,  

sete lah  dipe r t imbangkan  te rnya ta  t i dak  re levan  untuk  

pengambi l an  putusan  in i ,  akan  te tap i  a la t  bukt i  te rsebu t  

te tap  di l amp i r kan  dan menjad i  satu  kesatuan  berkas  perkara  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menginga t , Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  diubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  dan  

pera tu ran  perundang- undangan  ser ta  keten tuan  hukum la i nnya  

yang  

berka i t an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

MENGADILI

I .   Dalam  Eksepsi  :

- Mener ima  ekseps i  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

I I . Dalam Pokok Sengketa  :

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

di t e r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  in i  

yang  diperh i t u ngkan  sebesar  Rp.  488.000 , -  (Empat  ra tus  

delapan  puluh  delapan  r i bu  

rup iah )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada  har i  

Jum’a t  tangga l  8  Apr i l  2011  o leh  kami  H.  BAMBANG HERIYANTO, 

S.H. ,M.H   sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s  bersama dengan  BERTHA 
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SITOHANG,  S.H.  dan  ANDRI  MOSEPA,  S.H. ,  M.H.  masing- masing  

sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  mana  diucapkan  pada  har i  

Selasa   tangga l  12 Apr i l  2011  dalam pers idangan  yang  te rbuka  

untuk  umum oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  dengan  diban tu  Hj .  

SRI  SUHARTININGSIH,  S.H. ,M.H.  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  dengan  dihad i r i  o leh  

Kuasa  Hukum  Penggugat ,  Kuasa  Hukum  Tergugat  dan  tanpa  

dihad i r i  Tergugat  I I  In te r vens i  atau  

kuasanya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

                                HAKIM- HAKIM  ANGGOTA, 

HAKIM KETUA MAJELIS,

                                           t td  

t td

BERTHA SITOHANG, S.H                          H.  BAMBANG 

HERIYANTO, S.H. ,M.H

                    t td

ANDRI MOSEPA, S.H,  M.H  

  

PANITERA PENGGANTI,

t td

                          

  

Hj .  SRI  SUHARTININGSIH,  S.H. ,M.H   
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Rinc ian  Biaya  Perkara  :
1.  Pendaf ta ran……………………………. Rp.       30.000 , -  
2. ATK……………………………………… Rp.  50.000 , -
3.  Panggi l an - Pangg i l an….………………. Rp.     380.000 , -
4.  Metera i  Putusan  Sela .………………… Rp.          6.000 , -
5.  Redaks i  Putusan  Sela………………… Rp.          5.000 , -
6.  Leges  Putusan  Sela  ………………….. Rp.          3.000 , -
7.  Metera i  Putusan….. .………………….. Rp.          6.000 , -
8.  Redaks i  Putusan……………………….Rp.          5.000 , -
9.  Leges  Putusan   ….…………………….Rp.          3.000 , -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  +
Rp.      488.000 , -

                         (Empat  ra tus  delapan  puluh  
delapan  r ibu  rup iah )   
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